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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun 2020 - 2024.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang
bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang berada di Kabupaten

Karimun Kepulauan Riau.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang
No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang
tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Wajib menyiapkan

rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat
mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. .

Tanjung Balai karimun, 2 Agustus 2021.
Ketua Pengadilan Negeri

Tanjung Blai Karimun.
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1.1

BAB 1.

PENDAHULUAN

KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai Badan Peradilan Umum
Tingkat Pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh
Pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
yvang telah diubah yang telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. sebagai lembaga yudikatif Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara pidana maupun perdata yag diajukan, dan tugas tugas
lainnya sebagai lembaga yudikatif, Sedangkan dalam bidang administrasi yang
diselenggarakan oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Panitera dan Kesekretariatan
dibawah pimpinan Sekretaris Bagian Kepaniteraan mempunyai tugas pelayanan
dibidang teknis dan administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya dan
Kesekretarian bertugas menjalankan pelayanan dibidang non teknis dan administrasi
umum dan operasional dan non operasinal kantor. Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman, adalah

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, memuliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Peradilan
a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
Mengajukan berkas perkara yag mengajukan upaya hukum ke Tingkat
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
¢. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunvai

kekuatan hukum tetap.

2. Fungsi Nasehat.
a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan dalam bidang
hukum kepada lembaga pemerintah daerah lembaga lain yang meminta
(Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).
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b. Melakukan Pengawasan terhadap para Narapidana vang menjalani pidana di

Rutan / Lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3. Fungsi Administratif.
Pengadilan Negeri wajib mempertanggung jawabkan secara organisatoris,

administrative dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

4. Fungsi lain.
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus
perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan No. 8 tahun 2004,
Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan

Undang-Undang.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun merupakan salah satu kekuasaan
kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas pokok dan kewenangan
sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Umum Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan antara lain :

Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Oganisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

2020:

Pasal 1

1. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas
terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

2. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan
peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang

dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
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3. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk
memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan
pengadilan.

4. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan

kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 2
Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Ketua Pengadilan

Pasal 4
Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Ketua Pengadilan.

Pasal 57

1. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I adalah aparatur tata usaha negara
vang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung
jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I .

2. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta

menyelesaikan surat-surat vang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas
dalam pemberian dukungan di bidang teknis:

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

¢. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
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d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

e. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan
transparansi perkara;

f. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan
perkara vang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,
minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan:

g pelaksanaan mediasi;

h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;

1. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 60 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:
a. Panitera Muda Perdata;

b. Panitera Muda Pidana;

¢. Panitera Muda Khusus: dan

d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 61
Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di

bidang perdata.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61. Panitera

Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara
perdata;

b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

c. Pelaksanaan distribusi perkara vang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim
dari Ketua Pengadilan;

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi;

e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak

vang tidak hadir;
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Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi

dan peninjauan kembali kepada para pihak:

g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali;

h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

1. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

J.  Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi:

k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap:

. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap
kepada Panitera Muda Hukum;

m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan: dan

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

Pasal 63

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di

bidang pidana.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63. Panitera

Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

a.

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara
pidana; b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;

Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan
kepada termohon;

Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim
dari Ketua Pengadilan;

Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan:

Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan

dari penyidik:
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¢. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara vang sudah diputus dan
diminutasi;

h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak
yang tidak hadir;

1. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi
dan peninjauan kembali kepada para pihak:

J.  Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali;

k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa;

m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi:

n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap:

0. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap
kepada Panitera Muda Hukum;

p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;

q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 68

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,

pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip

perkara serta pelaporan.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera

Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

o

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
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f. Pelaksanaan penyiapan. pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang
berkaitan dengan transparansi perkara;
g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 279

1. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 11 adalah aparatur tata usaha negara
vang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II .

2. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Sekretaris

Pasal 280
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan. sumber daya

manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II .

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280,
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IT menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
pelaksanaan urusan kepegawaian.

pelaksanaan urusan keuangan.

penyviapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.

N T

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan. hubungan masyarakat. dan perpustakaan, dan
7. penviapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I1 .

Pasal 283

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan
anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
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Pasal 284
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan

organisasi dan tata laksana.

Pasal 285

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip. perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan

keuangan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan hak setiap orang
untuk mendapat proses peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggung
jawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau
tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi Hakim sangat dibutuhkan untuk
keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi peradilan merupakan
prasyarat untuk terwujudkan negara hukum dan jaminan fundamental terhadap
peradilan vang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independesi peradilan
baik dari aspek individu maupun institusi.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. dalam menjalankan tugas dan fungsi
pokoknya. dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun merupakan lingkungan Peradilan
Umum/Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.  Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut
merupakan merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020-2024) yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan
Negeri Tanjung balai karimun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya.
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Renstra Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengacu pada Renstra
mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-
2024 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan
memperhitungkan potensi. peluang dan kendala dan dijabarkan kan kedalam program
dan diuraikan kedalam rencana tindakan serta didukung dengan anggaran yang
memadai dan didukung sarana dan prasarana yang ada serta memperhitungkan
perkembangan lingkungan pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun baik internal maupun ektemnal sebagai variable strategis. Dokumen Renstra
mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah dilakukan Reviu. Reviu Rencana
Strategis Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun 2020-2024 dibuat dalam
upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan
untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional,
transparan. akuntabel dan terpercaya. Didalam Renstra dijelaskan sasaran strategis
kinerja utama, Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun antara lain

sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara
3. Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat maskin dan terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dari uraian Sasaran Strategis diatas, maka tugas pokok Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun yang juga merupakan capaian Rencana Strategis tahun 2015-2019 dan
Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah sbb:

1. Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memegang peranan yang sangat penting
dalam  mewujudkan kepastian hukum ditengah tengah masyarakat,
keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya
kepastian hukum. terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun dalam rangka melaksanakan tugas tersebut

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sudah membuat regulasi proses
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2015

Jumlah

2016

Jumlah

2017

Jumlah

2018

Jumlah
2019

Jumlah
2020

Jumlah

pelavanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara.
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjalankan regulasi SEMA 02
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Khususnya pada
Pengadilan Tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan dengan harapan agar
kepastian hukum dapat segera hadir di tengah tengah masyarakat. Capaian Rencana
Strategis 2015-2020 dalam penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun adalah sbb:

Tabel Penyelelesaian Perkara Perdata dan Pidana tahun 2015-2020

Perdata 18 62 80 66 14 99.39% | 82.5% 83,00%
Pidana 35 283 318 281 37 99.39% | 88.36% 88.90%
53 345 398 347 51 85.43% 85,95%
Perdata 13 113 126 98 28 100% | 77.77% 71,77
Pidana 37 334 371 331 40 100% | 89.21% 89.21%
447 497 68 83.49%
50 429 83.49%
Perdata 16 160 176 158 18 98.05% | 89,77% 91,55%
Pidana 11 286 297 239 58 98.05% | R80,13% 81,72%
27 446 473 397 76 87.15% 86.63%
Perdata 13 204 217 203 14 98% 93.54% 95.44%
Pidana 27 277 304 257 47 100% | 84.53% 84,53%
40 481 521 460 61 89.03% 89,98%
Perdata 14 193 207 194 13 94% 93.71% 93.71%
Pidana 48 329 377 316 6l 83% 83.81% 100%
62 522 584 510 74 88.37% 96,85%
Perdata 12 3 105 99 6 80% 94.,28% 117.85%
Pidana 61 270 331 300 31 85% 90.63% 106,62%
73 363 436 399 37 92.45% 112.23%

2

Dari table diatas terlihat jelas rata-rata capaian antara perkara Perdata dan Pidana
meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020, dimana pada tahun 2015 sebesar
85.95%, tahun 2016 menurun menjadi 83,49%, tahun 2017 meningkat 86.63%,
pada tahun 2018 meningkat menjadi 89.98%, tahun 2019 meningkat lagi menjadi
95.85% dan tahun 2020 meningkat lagi menjadi 112,23%.

Pos Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
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Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama
bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat
memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis
hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses
penyelesaian perkara. Dibawah ini capaian pelayanan pos bakum di Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun tahun 2015-2020.

Tabel 2. Data pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan
bantuan hukum

- - 0, 0,
2015 - T s
2016 ” - ) — —
2017 22 22 100% | 100% | 100%
2018 34 34 100% | 100% | 100%
2019 33 33 100% | 100% | 100%
2020 113 113 100% | 100% | 100%

Dari data table diatas terlihat jelas bahwa semua permohonan yang masuk, sejak
tahun 2015-2020 semua terlayani 100%.

. Small Claim Court (SCC)

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan kepastian hukum, Mahkamah
Agung menerbitkan regulasi percepatan penyelesaian perkara perdata dengan
maksimal gugatan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Mahkamah
Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Istilah
gugatan sederhana lazim disebut juga dengan Small Claim Court, penyelesaian
perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, vaitu

gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal
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Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan para pihak harus berada dalam
domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebih 25
(dua lima) han sejak sidang pertama serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah.
Dalam perkembangannya banvak masukan dari masyarakat kepada Mahkamah
Agung bahwa besaran batasan gugatan yang diselesaikan melalui Small Claim
Court menjadi sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dalam rangka
memenuhi tuntutan masyarakat tersebut Mahkamah Agung telah melakukan
evaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan rencana melalukan revisi pada beberapa
pasal sebagaimana termaktum dalam Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
tanggal 17 November 2019. Pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun
2015-2020 jumlah perkara yang diselesaikan melalui Small Claim Court sbb:

Tabel 3. Penyelesaian perkara Gugatan Sederhana tahun 2015-2020

2015 ) _ 0% 0%
0, 0,
2016 . B 0% 0%
2017 18 18 100% 100%
2018 39 39 100% 100%
2019 18 18 100% 100%
2020 10 10 100% 100%

Dari data table diatas terlihat jelas bahwa semua perkara yang masuk, sejak tahun
2015-2020 semua selesai 100%.

4. E-SKUM
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menerapkan aplikasi e-SKUM dalam
rangka kemudahan akses masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkara di
pengadilan vang di luncurkan Mahkamah Agung . Mahkamah Agung sendiri
membuat suatu aplikasi yang memudahkan masyarakat menentukan besaran panjar

biaya perkara secara mandiri yang dinamakan dengan aplikasi e-SKUM. Penentuan
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besaran panjar biaya perkara sering menjadi pertanyaan masyarakat pencari keadilan,
dengan adanya aplikasi ini maka masyarakat bisa menghitung sendiri berapa besar
panjar biaya perkara yang harus dibayarkan tanpa minta bantuan petugas pengadilan
untuk membantu menghitungnya, sehingga opini masyarakat akan mahalnya biaya di
pengadilan bisa dengan sendirinya ternetralisir. Maksud dan tujuan dalam penerapan
Sistem Aplikasi e-SKUM adalah untuk memberikan pelayanan terbaik serta untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya peningkatan
kualitas pelayanan publik di pengadilan, agar pelayanan peradilan dapat terselenggara
lebih cepat, sederhana dan berbiava ringan. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
dari tahun 2015-2020 masih menggunakan e-SKUM dalam pembayaran biava

perkara.

5. E-Court dan E-litigas
Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-Court)
pada hari Jum’at tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara
berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang
Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret
2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018 lalu di lalukan revisi/melengkapi
Peraturan MA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik. E-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi
perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan
putusan. dan tata kelola administrasi. pembayaran biaya perkara yang seluruhnya
dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara
perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan
peradilan. Dengan e-Court ini untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan
peradilan bagi pencari keadilan termasuk di Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau
diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka
pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor
atau rumah (efilling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi
e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem
e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui
saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Saat ini, pembayaran secara elektronik

dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah vaitu Bank BNI. Tak hanya itu,
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pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan menghemat biaya hingga nol
rupiah. Sebab, sistem pemanggilan para pihak yvang berperkara bisa dilakukan
langsung ke alamat domusili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur
delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Dalam hal
penyampaian panggilan/pemberitahuan/ e-summons, sesuai Perma No. 1 Tahun 2019,
prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan
secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa
awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah
diterapkan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Seiring dengan tuntutan
proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini
mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses
penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan
pengadilan. Tanggal 19 Agustus 2019 merupakan momen penting dengan adanya
perubahan paradigma penyelesaian perkara secara manual berubah secara keseluruhan
berbasis teknologi informasi, hal ini merupakan batu loncatan sangat signifikan bagi
Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam penyelesaian perkara perdata
dengan di launchingnya aplikasi elitigasi, aplikasi e-litigasi adalah kelanjutan dari e-
court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tatausaha militer, dan
tata usaha negara sejak tahun lalu. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke
sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun
dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam
pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak. tetapi diberlakukan
juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab., pembuktian, dan penyampaian
putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi
sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan
elektronik di Indonesia. Dari tahun 2015-2020 jumlah perkara ecourt yang masuk dan
putus di pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dimana perkara ecourt dari tahun
2015-2018 tidak ada, namun pada tahun 2019 untuk perkara gugatan sebanyak 7
perkara, perkara gugatan sementara: O dan perkara permohonan sebanyak 4.
Sementara untuk tahun 2020 perkara gugatan: 35, perkara gugatan sederhana:1l,

perkara permohonan 49 dan perkara bantahan 1.

6. Tata Kelola Teknologi Informasi
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Penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan
kebutuhan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK
yang semakin penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tata kelola TIK dapat menyelaraskan kebutuhan, kondisi dan pilihan stakeholder
untuk menentukan keseimbangan, tujuan organisasi yang akan dicapai, mengatur arah
melalui prioritas dan membuat keputusan serta memonitor prestasi sesuai dengan arah
dan tujuan organisasi. Teknologi Informasi dan komunikasi merupakan faktor penting
untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berada
di bawahnya menjadi salah satu pendorong untuk mencapai visi, misi, tujuan dan
arahan pembaruan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Untuk
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, maka perlu
adanya penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang
terintegrasi pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berada
di bawahnya. proses peradilan yvang transparan merupakan salah satu syarat
terwujudnya akuntabilitas Badan Peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan
masyarakat. Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun, secara umum melakukan penyesuaian proses kerja pada
Mahkamah Agung dengan TIK untuk mendorong dalam pencapaian organisasi yang
efektif. efisien dan ekonomis. Organisasi TIK Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun disusun dengan mempertimbangkan prinsip pembagian kerja antara fungsi
strategis, operasional, pendukung dan manajemen resiko. Implementasi kegiatan TIK
dilakukan dengan koordinasi antara TIK Mahkamah Agung. TIK Badilum yang
berada di bawahnva secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara,
mengembangkan kebijakan standar TIK, penentuan proses kerja menetapkan unit
pengelola layanan bersama, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala,

jumlah sarana dan prasarana TIK dari tahun 2015-2020 sebanyak 99 unit terdiri dari:

Tabel 4. Jenis TIK dari tahun 2015-2020 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
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| PC Komputer 24 Unit
2 | Laptop 14 Unit
3 | Net Book 5 Unit
4 | Printer 19 Unit
5 | Scanner 4 Unit
6 | Server 2 Unit
7 | Router 2 Unit
8 | Werless 3 Unit
9 | Swich 1 Unit
10 | Instalasi gardu Listrik 1 Unit
11 | Komputer jaringan lain 1 Unit
12 | LAN | Unit
13 | Fax 1 Unit
14 | Telp 13 Unit
15 | Camera Vidio 1 Unit
16. | Soun sistem 1 Unit
17 | TV 1 Unit
18 | Infokus 1 Unit
19 | Mesin Absensi 1 Unit
20 | Papan Visual 1 Unit
21 | CCTV 1 Unit
22 | Mesin Fotokopi 1 Unit

7. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
Sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi terkait dengan pengelolaan SDM melalui
Sistem Informasi, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menerapkan
Aplikasi SIKEP yang merupakan sebuah aplikasi Sistem Informasi yang berfungsi

sebagai alat untuk menyimpan dan mengelola data dan dokumen elektronik sumber
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daya manusia. vang dapat diolah menjadi sebuah informasi sesuai kebutuhan
organisasi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan lembaga dalam memenuhi kriteria
yang dibutuhkan dalam rangka manajemen sumber daya manusia. Selain sebagai
sarana penyimpanan data dan dokumen elektronik, SIKEP dimanfaatkan sebagai alat
untuk memberikan otomasi layanan bidang kepegawaian bagi seluruh Pegawai
Mahkamah Agung. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, ditunjang
dengan inovasi dan keterampilan dari pegawai Mahkamah Agung, maka layanan
pegawai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah memanfaatkan teknologi
guna mengatasi kendala jarak, waktu dan kendala lainnva, sehingga dapat
mempercepat, memudahkan dan membuat transparansi layanan bidang kepegawaian.
Saat ini beberapa layanan bidang kepegawaian pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun telah dilakukan memanfaatkan SIKEP, dan dapat menekan biaya yang
dikeluarkan, antara lain:

1. Otomasi Layanan Kepegawaian

a. Layanan Kenaikan Pangkat Otomatis, secara paperless dengan pertukaran data
soft copy dari SIKEP ke SAPK BKN.

b. Data sumber dalam pengambilan keputusan untuk promosi, mutasi, dan rotasi
maupun redistribusi pegawai.

c. Laporan tentang DUK, DUS dan Bezetting secara otomatis dapat disajikan
secara real time baik soft copy maupun hard copy.

d. Laporan jumlah pegawai secara keseluruhan maupun masing-masing satuan
Kerja pengadilan seluruh Indonesia secara otomatis dapat disajikan real time,
baik soft copy maupun hard copy.

e. Demografi pegawai ditampilkan dalam bentuk statistik yang dapat
dimanfaatkan oleh satuan kerja maupun seluruh eselon I untuk berbagai
Kepentingan.

f. Layanan Ujian Dinas Pegawai online, menggunakan aplikasi e-Exam dengan
data terintegrasi dengan SIKEP, semula uyjian dinas dilaksanakan secara
konvensional dengan menyelenggarakan di  wilayah tertentu dan
membutuhkan biava berkisar 2 milyar rupiah setiap tahunnya untuk dapat
menyelenggarakan ujian dinas pegawai pada 2 atau 3 wilayah, Kini hanya
butuh biaya 75 juta rupiah untuk seluruh wilayah Indonesia, lebih efisien, adil

dan transparan.
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g¢. Layanan Pengajuan Penghargaan/Satyalancana, diajukan secara online
menggunakan aplikasi e-Satya yang terintegrasi dengan SIKEP, kelengkapan
persyaratan telah menggunakan data SIKEP berupa soft copy yvang dikirimkan
ke Sekretariat Negara cq. Sekretariat Militer Presiden.

2. Integrasi dengan Aplikasi Lain di Mahkamah Agung.

a. SIWAS (Sistim Informasi Pengawasan) adalah aplikasi layanan pengaduan
masyarakat yang dikelola oleh Badan Pengawasan telah terintegrasi dengan
SIKEP dimana basis data pegawai dalam layanannya berasal dari data STKEP.
Setiap pengaduan yang masuk di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
melalui Aplikasi SIWAS akan dilakukan tindak lanjuti.

b. e-LLK (Laporan Lembar Kerja Pegawai) adalah aplikasi yang mencatat
kegiatan masing-masing pegawai seluruh Indonesia, telah terintegrasi dengan
SIKEP. Seluruh aparatur Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sudah
memanfaatkan e-LLK dalam mengisi kegiatan hariannya.

c¢. Portal Single Sign On Metode telah terintegrasi dengan SIKEP.

d. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diterapkan oleh 4 (empat) lingkungan
Peradilan seluruh Indonesia telah terintegrasi dengan SIKEP.

e. SISDIKLAT (Sistem Informasi Kediklatan) yang saat ini dalam tahap
pengembangan juga telah terintegrasi dengan SIKEP.

f.  SIPP juga terintegrasi dengan SIKEP.

Kedepan SIKEP akan dimanfaatkan sebagai sistem untuk mengelola Manajemen
Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, dimana seluruh riwayat pegawai baik
prestasi dan kinerja maupun kewajiban pegawai sebagai bentuk akuntabilitas kepada
publik seperti LHKPN tercatat dalam SIKEP. Selanjutnya SIKEP juga akan mencatat
seluruh fase Manajemen SDM yang terdiri dari Perhitungan Kebutuhan, Rencana
Pengembangan SDM. Manajemen Talenta, dan Asesmen Centre, sehingga dapat
benar-benar dimanfaatkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung dalam Pengambilan

Keputusan dan secara khusus di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

8. SIPERMARI
Dalam upaya mewujudkan peradilan modern, Mahkamah Agung meluncurkan
aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung (SIPERMARI) yang dapat
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dipergunakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk
menatausahakan aset berupa Barang Milik Negara (BMN) agar terwujud tertib
administrasi, tertib fisik atau pengelolaan dan tertib hukum. Sistem Informasi
Perlengkapan Mahkamah Agung merupakan kebijakan strategis dalam penatausahaan
aset BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya membutuhkan aplikasi untuk
penatausahaan BMN sebagaimana vang sudah diterapkan seluruh kementerian dan
lembaga lain melalui aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara).
Aplikasi ini bersifat umum belum mengakomodir kebutuhan-kebutuhan khusus dalam
pengelolaan aset di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.
Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung menjadi solusi terbaik sebagai
media atau alat bantu yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi BMN pada
satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya secara
cepat dan akurat. Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung dapat
dipergunakan terhadap lima hal:

1. Sebagai pengolah data BMN secara akurat yang bersifat terperinci.

2. Dapat dipergunakan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian atau monitoring
dan evaluasi BMN.

3. Dapat dipergunakan untuk pelaporan dan pencetakan data BMN.

4. Dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil
kebijakan terkait alokasi anggaran untuk perencanaan. pengadaan dan
pemeliharaan aset.

5. Dapat dipergunakan sebagai wahana informasi bagi publik dan stakeholder terkait
data aset vang digunakan satuan kerja di Mahkamah Agung dan badan-badan
peradilan di bawahnya. Dengan diluncurkannya aplikasi SIPERMARI bidang
manajemen aset, Mahkamah Agung semakin menunjukkan komitmennya untuk

mewujudkan era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi.

9. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Guna menjamin terciptanya pelayanan publik yang memuaskan para pencari keadilan,
dan menghindari ketergantungan kebutuhan sertifikasi pelayanan di peradilan umum
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PN TANJUNG BALAI
KARIMUN KELAS I

terhadap badan sertifikasi eksternal maka dicanangkan pembentukan badan sertifikasi
internal dan dituangkan ke dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor
1455/DJU/SK/KUO1/8/2015 tentang Penunjukan Tim Akreditasi Manajemen Mutu
Pelayanan D1 Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan tugas
untuk merumuskan standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan pengadilan secara
lengkap dan menyeluruh. Tim juga bertugas untuk melakukan penilaian pelaksanan
penjaminan mutu pengadlan di lingkungan Badan Peradilan Umum sesuai dengan ISO
9001:2008 dan sudah diperbaharui menjadi ISO 9001:2015 yang dipadukan dengan
penerapan International Framework for Court Excellent. 7 (tujuh) kriteria yang
ditetapkan dalam menciptakan Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesia
Court Performance Excellent — ICPE) digunakan menjadi dasar penilaian yaitu 1.
Kualitas Kepemimpinan, 2. Rencana Strategis, 3. Kualitas Pelayanan, 4. Sistem
dokumen administrasi, 5. Manajemen Sumber Daya. 6. Manajemen Proses, dan 7.
Sistem Pengawasan. Selama Tahun 2016 sebanyak 7 Pengadilan Tinggi dan 67
Pengadilan Negeri telah terakreditasi dengan capaian nilai akreditasi penjamin mutu

sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Capaian Akreditasi penjaminan mutu

708 =A(EXCELLENT) 13 Juli 2018 AKREDITASI

SURVEILENCE
680=8B 19 September 2019
KE-1

SURVEILENCE

705 = A (EXCELLENT) 10 Maret 2021 KE -2

Dari table diatas terlihat jelas bahwa dari tahun 2018 bemilai 708 prediket A. namun
pada tahun 2019 nilai tersebut menurun menjadi 680 dengan predikat B dikarenakan
penvelesaian perkara dimana masih banyak perkara yang putus belum minutasi dan
belum tercatat atau dimasukkan SIPP, namun pada tahun 2021 nilai tersebut

meningkat kembali dengan pencapaian nilai 705 dengan prediket A Excellent, dari 11
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pengadilan wilayah Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun mendapatkan peringkat capaian yang tinggi dengan perbandingan nilai yang

sebelumnya.

Komitmen ini bagian dari ikhtiar tiada henti Mahkamah Agung untuk Mewujudkan
Badan Peradilan Indonesia Yang Agung sebagaimana termuat dalam Cetak Biru

Pembaruan Peradilan 2010-2035.

10. Pengawasan Bidang

Dalam rangka mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam
pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan, perlu dilaksanakan
pengawasan dan pembinaan vang terus menerus oleh setiap atasan langsung terhadap
bawahannva. untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan berupa
Peraturan Mahkamah Agung RI No 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan
Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Di Bawahnya. Perma tersebut sekaligus mencabut Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan
Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas
Pengawasan, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk melaksanakan
kebijakan tersebut dengan mengeluarkan SK Hakim Pengawas Bidang tiap tahunnya
dan dilaksanakan Rapat Monitoring Evaluasi Kegiatan tiap bulan dimana setiap
bulannya sebelum diadakan rapat bulanan hakim pengawas melakukan pengawasan
terhadap bidang dan hasil temuan dibawa pada rapat internal kesekretariatan dan
kepaniteraan, selanjutnya dibawa pada rapat intern para hakim dan coordinator
pengawas dan selanjutnya hasil akhir tersebut dibawa pada rapat umum yang dipimpin
oleh pimpinan ketua atau wakil ketua tiap bulannya, dimana capaian yang diperoleh
dari tahun 2015 s/d 2020 terlaksana 100%.

11. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur
Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi
sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti Kkorupsi,
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berkinerja tinggi. dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal
komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan
Mahkamah Agung telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tanggal 19
Januari 2016. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong
pembangunan Zona Integritas Menuju Wilavah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melavani (WBBM) pada unit-unit kerja baik vang di
tingkat pusat maupun daerah. Demi kelancaran dan keberhasilan Pembangunan ZI
pada unit-unit kerja maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
S8/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun telah melakukan pencanangannya pada tanggal 05
Maret 2019 dan melakukan pembangunan zona integritas pada tahun 2020-2024,
Selain itu. dibentuk juga Tim RB dan Pembangunan ZI dan Kelompok Kerja RB dan
Pembangunan ZI serta Tim Penilai Internal. Selama awal Tahun 2019, diharapkan
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada Tahun depan dapat mewujudkan :
e Kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. bersih dan bebas KKN
e Pelayanan Publik yang sesuai dengan harapan masvarakat Indonesia yang
semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang makin ketat.
e Kapasitas dan akuntabilitas kinerja semakin baik.

e SDM aparatur semakin profesional.

Peraturan tersebut menargetkan bahwa pada tahun 2025 akan terwujud tata
pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional,
berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Untuk itu perlu
secara kongkrit dilaksanakan program Reformasi Birokrasi pada Unit Kerja melalui

upaya pembangunan Zona Integritas.

12. Restoratif Justice (SPPA)
Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk
pembaharuan vang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang
hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun
pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan

keadilan restoratif (restoratif justice) vang berbeda dengan keadilan retributif
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(menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan
keadilan pada ganti rugi). Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi
karena mereka merupakan generasi bangsa vang dimasa yang akan datang akan
melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia, kemudian juga dituangkan dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya
mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi,
kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan
menghargai partisipasi anak. Tidak hanyva anak sebagai pelaku, namun mencakup juga
anak vang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam
penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perUndang-Undangan
lainnya vang berkaitan dengan penanganan ABH. namun lebih mengutamakan
perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 Tahun setelah
UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).
Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan
sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan
Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting
PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara
Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan
pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat
tata cara pelaksanaan diversi yvang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian
pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi
Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur
sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Menurut
UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan

pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;

3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan:
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4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. dan

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam
diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Melihat prinsip- prinsip tentang
perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak
maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau
biasa disebut diversi. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh
para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai
Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai
dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya
wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Dengan
demikian. inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan. pembelajaran moral,
partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan
membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi
dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah
terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua
pihak harus konsentarasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana
untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim
Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian
anak berhadapan hukum di Pengadilan. Capaian Perkara Diversi Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun dari tahun 2015-2020 adalah sbb:

Tabel 6. Perkara Diversi tahun 2015 s/d 2020

Perkara  Jumlah Tidak Target Realisasi Capaian
Tahun Anak Diversi  Berhasil  berhasil
2015 - - - - 2 E "
2016 - - - - - = &
2017 - - - - - - -
2018 11 1 1 10 1% 9% 100%
2019 15 - - - 2% 0 0
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| 2020

|

17 |

7%

Dari table diatas perkara diversi 2015-2017 tidak ada pencapaian dikarna IKU perkara

diversi belum ada, namun pada tahun 2018 dari 11 perkara anak yang diajukan diversi

yang berhasil 1 perkara dengan realisasi 9%, sementara tahun berikutnya perkara anak
tidak berhasil dilakukan diversi.

Berikut dijelaskan Realisasi dan Capaian Renstra tahun 2015-2019 dan renstra 2020-
2024 yaitu sbb:

A. Renstra 2015-2019

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

- Indikator: Persentase sisa Perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan

Tahun

2015

2016

2017

2018

Tabel 7. Hasil Penyelesaian Sisa Perkara Perdata dan Pidana

Perkara

Pidana

Perdata

Pidana

Perdata

Pidana

Perdata

Pidana

Perdata

Sisa perkara

vang harus
Diselesaikan

35
18
37

13

11

27

13

Sisa perkara
vang
diselesaikan
35

18
37

13

11

27

13

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Realisasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian

100%

100%

100%

100%
100%
100%

100%

100%
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2019

Pidana

Perdata

100%.
92.85%

Dari table diatas, bahwa seluruh sisa perkara tahun sebelumnya belum

sepenuhnya terselesaikan seluruhnya karena pada tahun 2019 masih ada perkara

perdata yang belum selesai dikarenakan para pihak berada diluar negeri, realisasi

dan capaian perkara tersebut mencapai 92.85% sementara pada tahun

sebelumnya dengan hasil realisasi dan capaian 100%.

Indikator: Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 8. Penyelesaian perkara perdata dan Pidana tepat waktu

2015

Jumlah

2016

Jumlah

2017

Jumlah

2018
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Perdata

Pidana

Perdata

Pidana

Perdata

Pidana

Perdata

Pidana

80
318
398

126
371

497

176
297
473

217
304

66
281
347

98
331

429

158
239
397

203
257

14
37
51

28
40
68

18
58
76

14
47

99,39%
99.39%

100%
100%

98.05%
98.05%

98%
100%

82,5%
88.36%
85.43%

77.77%
89.21%
83,49%

89.77%
80.13%
87.15%

93.54%
84.53%

83.00%
88.90%
85.95%

71.77
89.21%

83.49%
91.55%

81.72%
86,63%

95.44%
84,53%
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Jumlah
2019

Jumlah

Perdata

Pidana

521
207
377
584

460
194
316
510

61
13
61
74

94%
83%

89.03%
93,71%
83,81%
88.37%

89.98%
93,71%
100%
96,85%

Dari Tabel diatas bahwa realiasasi dan pencapaian dari tahun sebelumnya naik
turun terlihat dari tahun 2015 rata-rata pencapaian penyelesaian perkara sebesar
85.95%. pada tahun 2016 menurun menjadi 83,49%, pada tahun 2017 meningkat
menjadi 86,63%. pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 89.98% dan pada
tahun 2019 meningkat lagi menjadi 96,85%.

- Indikator: Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Tabel 9. Perkara vang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun
2015-2019

Perkara Realisasi
yang
mengajukan
upaya
hukum

Capaian

Perkara vang
tidak
mengajukan
upaya
hukum

Perkara  Target

vang
putus

Tahun Perkara

Banding
2015

2016

2017

2018

Perdata

Pidana

Perdata

Pidana

Perdata

Pidana

Perdata

Pidana

14
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100%
100%

98,50%
98,50%

99.60%
99.60%

97.50%
97.50%

91,30%
98.57%

85.71%
99.08%

86.27%
97.89%

87,719%
94.55%

91,30%
98.57%

87.01%
100%

86.61%
98.28%

89.96%
96.97%
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2019 | Perdata i 44 51 95%
Pidana 11 302 313 95%

Tahun

Kasasi
2015

2016
2017

2018
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86,27%
96,48%

90.81%
100%

Dari Tabel diatas bahwa realiasasi dan pencapaian dari tahun sebelumnya naik
turun terlihat dari tahun 2015 rata-rata pencapaian penyelesaian perkara sebesar
94.93%, pada tahun 2016 menurun menjadi 87,01%, pada tahun 2017 meningkat
menjadi 98,28%, pada tahun 2018 menurun menjadi 93,46% dan pada tahun
2019 menurun lagi menjadi 90.81%.

- Indikator: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Tabel 9. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Perkara Realisasi

yang
mengajukan

Perkara yang Capaian
tidak

mengajukan

Target

Perkara
vang
putus

Perkara

Perdata

Pidana

Perdata

Pidana

Perdata
Pidana
| Perdata

Pidana

upava
hukum

upaya
hukum

43
279

45
328

51
236

50
243

46
281

49
328

51
238

57
257

100%
100%

98.50%
98.50%

99.60%
99.60%

98.55% |

98.55%

93.47%
99,28%

91.83%
100%

100%
99.16%

98.24%
97.66%

93.47%
99.28%

91.83%
100%

100%
99.55%

99.68%
99.06%
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2019

Perdata

Pidana

50
305

51
313

98%
98%

98.03%
97,44%

100%
99,42%

Dari Tabel diatas bahwa realisasi dan pencapaian dari tahun sebelumnya naik

turun terlihat dari tahun 2015 rata-rata pencapaian perkara sebesar 96,27%, pada
tahun 2016 menurun menjadi 95,91%, pada tahun 2017 meningkat menjadi
99.77%. pada tahun 2018 menurun menjadi 99.37% dan pada tahun 2019
meningkat menjadi 99,71%.

- Indikator: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

Tabel 10. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

Perkara Perkarayang  perkara ~ Target Realisasi  Capalan
Tahun Perkara yang : ‘ udql\ ’ vang
mengajukan mengajukan putus
upava upaya
hukum hukum
PK
2015 | Perdata 0 46 46 100% 100% 100%
Pidana 2 279 281 100% | 99,28% | 99.28%

2016

2019

Perdata

Pidana

Perdata

Pidana

49
327

50
313

49
328

51
313

100%
100%

99%
99%

100%
99.,69%

2017 | Perdata 0 51 51 98.00% | 100% 100%
Pidana 2 236 238 98,00% | 99.16% 100%

2018 | Perdata | 56 57 99.50% | 98.24% | 98.73%
Pidana 0 257 257 99.50% | 100% 100%

98.03%
100%

100%
99.69%

99.02%
99%

REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PN TANJUNG BALAI KARIMUN

Page | 29



Dari Tabel diatas bahwa realisasi dan pencapaian dari tahun sebelumnya naik
turun terlihat dari tahun 2015 rata-rata pencapaian perkara sebesar 99,64%, pada
tahun 2016 meningkat menjadi 99,84%, pada tahun 2017 meningkat menjadi
100%, pada tahun 2018 menurun menjadi 99,36% dan pada tahun 2019 menurun
menjadi 99,01%.

- Indikator: Persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan diversi
Tabel 11. Perkara Pidana anak vang diselesaikan dengan diversi

Perkara Jumlah Tidak Target Realisasi Capaian

] Diversi , i
Anak Berhasil berhasil

Tahun

Dari Tabel diatas bahwa realisasi dan pencapaian dari tahun 2015 s/d 2017 tidak
bisa diukur, dikarenakan pada tahun tersebut tidak ditetapkan target, capaian
pada tahun 2018 sebesar 100% dan pada tahun 2019 menurun menjadi 0%
dikarenakan perkara diversi tidak ada.

- Indikator: Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan
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Tabel 12. Indeks Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan tahun 2015-
2020

Dari table diatas Survey Kepuasan Masyarakat dimulai dari tahun 2016, dapat
dilihat pencapaian nya dari tahun 2016-2019 jumlahnya meningkat, diharapkan
kedepan masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Tanjung

Balai Karimun bisa lebih meningkat lagi dari pencapaian sebelumnya.

2. Sasaran Strategis: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

- Indikator: Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim tepat waktu

Tabel 13. Pencapaian isi putusan perkara perdata dan pidana yang diterima oleh
para pihak tepat waktu 2015-2019
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Dari table diatas pencapain terhadap putusan pidana dan perdata dari tahun

2015-2019 tercapai 100%. semua putusan dikirim tepat waktu.

- Indikator: Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tabel 14. Percapaian perkara mediasi yang diselesaikan tahun 2015-2019

Tahun

2015

2016
2017

2018

2019

Jumlah
perkara
yang
diselesaikan
melalui
mediasi

23

75

67

23

14

Jumlah Do
perkara .
yang yans
dilakukan “da]‘.
S berhasil
mediasi
4 18
2 73
9 58
4 19
1 13

Target

15%

10%

15%

15%

5%

Realisasi

17.39%

2,66%
13,43%
17.39%

7.14%

Capaian

115,93%

2,66%
89.53%
115,93%

142.8%

Dari table diatas terlihat bahwa pencapaian perkara mediasi naik turun, dari
tahun 2015 sebesar 115,93%, namun pada tahun 2016 menurun, pada tahun
2017 meningkat dan tahun 2018 meningkat kembali dan pada tahun 2019

meningkat kembali.

- Indikator: Persentase berkas perkara vang digjukan Banding, Kasasi dan PK

secara lengkap dan tepat waktu.
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Tabel 15. Pencapaian berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK dikirim

2016

2017

2018

2019

Perdata

Pidana

Perdata
Pidana
Perdata
Pidana
Perdata

Pidana
Perdata

lengkap tepat waktu tahun 2015-2019

100%
100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%

Dari tabel diatas, dari tahun 2015-2019 seluruh berkas upaya hukum dikirim

secara lengkap dan tepat waktu, maka realisasi dan capaian 100%.

Indikator: Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara oneline dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Tabel 16. Putusan perkara yang menarik perhatian yang dapat diakses tepat
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Dari tabel diatas pencapaian putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat dari tahun 2015-2019 tercapai 100%, seluruh putusan langsung bisa

diakses secara online di website dalam tahun yang berjalan.

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
terpinggirkan.

- Indikator: Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tabel 17. Jumlah perkara prodeo yang terselesaikan tahun 2015-2019

2015 -

2016 0%

2017 100% 100% 100%
2018 50% 0 0
2019 0 0 0

Dari data diatas, dimana pada tahun 2015-2016 belum ada pengukuran

terhadap perkara prodeo, namun pada tahun 2017 masuk 1 perkara dan

diselesaikan pada tahun berjalan, namun pada tahun 2018 tidak ada realisasi,

dan pada tahun 2019 anggaran tersebut dicabut dan tidak ada sampai sekarang.

- Indikator: Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan

layanan Bantuan Hukum (Pos Bakum).
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Tabel 18. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu tahun 2015-2019

2015 - - =
2016 - - 0%
2017 22 22 100%
2018 34 34 100%
2019 33 33 100%

Dari data diatas, bahwa tahun 2015-2016 tidak iku yang mengukur tentang
layanan pos bakum, pada tahun 2017-2019 baru bisa diukur dan jumlah pencari
keadilan yvang mendaftar pada tahun 2018 meningkat, untuk pencapaian,

semua yang masuk terlayani 100%.

4. Sasaran strategis 4: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- Indikator: Persentase putusan perkara perdata vang ditindaklanjuti
(dieksekusi).

Tabel 18. Putusan perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) tahun 2015-2019

2015 3 46 100% 6,52% 6.52%
2016 4 49 100% 8.16% 8,16%
2017 10 51 99,60% 19.60% 19.67%
2018 23 50 99,60% 46% 46,18%
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2019 21 23 99% 91% 91,91

Dari tabel diatas realisasi vang tinggi pada tahun 2018 sebesar 46%. namun
pencapaian rendah dari tahun 2019 sebesar 91,91%.

B. Renstra 2020-2024

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

- Indikator: Persentase sisa Perkara Perdata yang diselesaikan

Tabel 19. Hasil Penyelesaian Sisa Perkara Perdata

Sisa perkara Sisa perkara

Tahun Perkara yang harus yang Arge Capatan
Diselesaikan diselesaikan

2020 | Perdata 12 12 100% 100% 100%
2021 | Perdata - - 100% - -
2022 | Perdata - - 100% - -
2023 | Perdata - - 100% - -
2024 | Perdata - - 100% = =

Dari table diatas, bahwa seluruh sisa perkara perdata tahun sebelumnya

sepenuhnya terselesaikan.

- Indikator: Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan.

Tabel 20. Hasil capaian penyelesaian sisa perkara Pidana

Sisa perkara Sisa perkara

Tahun Perkara yang harus yang Target  Realisasi  Capaian
Diselesaitkan  diselesaikan

2020 | Pidana 61 61 100% 100% 100%

2021 | Pidana - - 100% - -
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2022 | Pidana - - 100% - -

2023 | Pidana = - 100% = -

2024 | Pidana - - 100% - -

Dari table diatas, bahwa seluruh sisa perkara Pidana tahun sebelumnya

sepenuhnya terselesaikan.

- Indikator: Persentase sisa perkara pidana Khusus vang diselesaikan

Tabel 21. Hasil capaian penyelesaian sisa perkara Pidana khusus

Sisa perkara Sisa perkara

Tahun Perkara yang harus yang Target  Realisasi Capaian
Diselesaikan diselesaikan

2020 | Pidana - - - . =
2021 | Pidana - - 100% - -
2022 | Pidana - - 100% - -
2023 | Pidana - - 100% - -
2024 | Pidana - - 100% - -

Dari data tersebut diatas, bahwa pada tahun 2020 belum ada IKU untuk
pengukuran sisa perkara khusus yang diselesaikan, pengukuran tersebut baru
akan dilaksanakan pada rencana kerja pada tahun 2021-2024 dengan target
100%.
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- Indikator: Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 22. Penyelesaian perkara perdata dan Pidana tepat waktu

2020 | Perdata 105 99 6 80% | 94,28% | 117.85%
2021 | Perdata - - - 82% - -
2022 | Perdata - = - 82% - -
2023 | Perdata - - - 86% - -
2024 | Perdata - - - 88% - -

Dari Tabel diatas bahwa realiasasi dan pencapaian pada tahun 2020 dengan
realisasi 94.28% dan pencapaian 117.85%.

- Indikator: Persentase perkara Pidana vang diselesaikan tepat waktu

Tabel 23. Penyelesaian perkara Pidana tepat waktu

2020 | Pidana 331 300 31 85% 90,63% | 106,62%
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2021 | Pidana - - - 82% - -

2022 | Pidana - = - 82% - =
2023 | Pidana - - - 86% 5 =
2024 | Pidana - - - 88% = =

Dari tabel diatas realisasi penyelesaian perkara pidana sebesar 90.63% dengan

pencapaian 106,62%

- Indikator: Persentase perkara Pidana khusus vang diselesaikan tepat waktu

Tabel 24. Penyelesaian perkara Pidana khusus tepat waktu

2020 | Pidana - - = z £ -
2021 | Pidana - - - 87% - -
2022 | Pidana - - = 87% - -
2023 | Pidana B - - 91% - -
2024 | Pidana - - - 93% - -
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Dari data tersebut diatas. bahwa pada tahun 2020 belum ada IKU untuk pengukuran
perkara pidana khusus, pengukuran tersebut baru akan dilaksanakan pada rencana
kerja pada tahun 2021-2024.

- Indikator: Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Tabel 25. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun

2020-2024
Perkara  Perkarayang perkara ~ Target Realisasi Capaian
T Perkara yang tidak yang
Fahun mengajukan mengajukan i)LlIL;S
upaya upaya
hukum hukum
Banding
2020 | Perdata 6 34 40 85% 85% 100%
Pidana 20 260 280 85% 92,85% | 109,23%

2021

2022

2024

Perdata

Pidana

Perdata

Pidana

Perdata

Pidana

Perdata

Pidana

87%
87%

88%
88%

91%
91%

93%
93%

Dari Tabel diatas bahwa rata-rata realiasasi dan pencapaian perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding perkara pidana dan perdata tahun 2020

sebesar menjadi 88.92%. dengan pencapaian 97,46%.
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- Indikator: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Tabel 26. Perkara vang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun
2020-2024

Perkara  Perkaravang perkara ~ Target Realisasi Capaian
Perkara yang tidak yang
S mengajukan  mengajukan }')ulus
upaya upaya
hukum hukum
Kasasi
2020 | Perdata 6 34 40 90% 85% 94,44%
Pidana 10 270 280 90% 97.42% | 108,24%
2021 | Perdata e = S 92% - =
Pidana = = = 92% = =

2022

2023

2024

Perdata

Pidana

Perdata

Pidana

Perdata

Pidana

93%
93%

96%
96%

98%
98%

Dari Tabel diatas bahwa rata-rata realiasasi dan pencapaian perkara yvang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi perkara pidana dan perdata tahun 2020 sebesar
menjadi 91,21%, dengan pencapaian 101,34%.
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- Indikator: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

Tabel 27. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK tahun 2020-
2024

Perkara Perkarayvang perkara  Target Realisasi Capaian
, Perkara yang tidak vang
Tanum mengajukan mengajukan buth
upaya upaya
hukum hukum
PK
2020 | Perdata 0 40 40 94% 100% 100%
Pidana 0 280 280 94% 100% 100%
2021 | Perdata - - - 95% = =
Pidana - - - 95% - -
2022 | Perdata = - - 96% = =
Pidana - - - 96% - -

2023

2024

Perdata

Pidana

Perdata

Pidana

97%
97%

98%
98%
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100%, dengan pencapaian 100%.
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- Indikator: Persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan diversi

Tabel 28. Perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
2020-2024

Jumlah Tidak Target Realisasi Capaian

Perkara

Tahun Anak ~ Diversi Berhasil  Perhasil

Dari Tabel diatas bahwa realisasi dan pencapaian tahun 2020 perkara diversi
tidak bisa diukur dikarenakan perkara anak yang masuk tidak berhasil dilakukan

diversi.

- Indikator: Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan

Tabel 29. Indeks Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan tahun
2020-2024
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Dari table diatas bahwa realisasi IKM sebesar 81,69% dengan pencapaian 106%.

diharapkan kedepan masvarakat vang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri

Tanjung Balai Karimun bisa lebih meningkat lagi dari pencapaian sebelumnya.

2. Sasaran Strategis: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

- Indikator: Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim tepat waktu

Tabel 30. Pencapaian isi putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak
tepat waktu 2020-2024

2020
2021
2022
2023
2024

Perdata
Perdata
Perdata
Perdata

Perdata

99

99 100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

Dari table diatas pencapain terhadap putusan perdata dari 2020 tercapai 100%,

semua putusan dikirim tepat waktu.
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Tabel 31. Pencapaian isi putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak
tepat waktu 2020-2024

2020
2021
2022
2023
2024

Pidana 300 300 100% 100% 100%
Pidana 100%
Pidana 100%
Pidana 100%
Pidana 100%

Dari table diatas pencapaian terhadap putusan perdata dari 2020 tercapai 100%,

semua putusan dikirim tepat waktu.

Indikator: Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tabel 32. Percapaian perkara mediasi vang diselesaikan tahun 2020-2024

Jumlah

nerkara Jumlah

perkara

yang yang

Tahun yang

diselesaikan S tidak
; dilakukan :
melalui s berhasil
o mediasi
mediasi

2020 2 13 11 17% | 15.38%

0,
2021 .
2022 18%
2023 20%
2024 21%

Perkara Target Realisasi Capaian

90,47%
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Dari table diatas terlihat bahwa pencapaian perkara mediasi tahun 2020 realisasi
sebesar 15,38% dengan pencapaian 90.47%.

- Indikator: Persentase berkas perkara vang digjukan Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu,

Tabel 33. Pencapaian berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK dikirim
lengkap tepat waktu tahun 2020-2024

Pidana 100%
Perdata 6 6 0 12 100%
2021 | Pidana 100%
Perdata 100%
2022 | Pidana 100%
Perdata 100%
2023 | Pidana 100%
Perdata 100%
2024 | Pidana 100%
Perdata 100%

Dari tabel diatas, dari tahun 2020 seluruh berkas upaya hukum dikirim secara
lengkap dan tepat waktu, maka realisasi dan capaian 100%.

- Indikator: Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara oneline dalam waktu 1 hari setelah diputus.
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Tabel 34. Putusan perkara yang menarik perhatian yang dapat diakses tepat
waktu tahun 2020-2024

Dari tabel diatas pencapaian putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat tahun 2020 tercapai 100%. seluruh putusan langsung bisa diakses

secara online di website dalam tahun yang berjalan.

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
terpinggirkan.

- Indikator: Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan
layanan Bantuan Hukum (Pos Bakum).

Tabel 35. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu tahun 2020-2024

2020 113 113 100% 100% 100%

2021
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2022 100%

2023 100%

2024 100%

Dari data diatas, bahwa tahun 2020, untuk pencapaian, semua yang masuk

terlavani 100%.

4. Sasaran strategis 4: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- Indikator: Persentase putusan perkara perdata vang ditindaklanjuti

(dieksekusi).

Tabel 36. Putusan perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) tahun 2020-2024

2020 15 34 91% 44.11% 48.47%
2021 - - 91% - .
2022 91%

2023 92%

2024 93%

Dari tabel diatas realisasi pada tahun 2020 sebesar 44.11%., dengan capaian
sebesar 48.47%.

Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan

dalam reviu Renstra tersebut yang meliputi :
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1.2

(1) Program Dukungan manajemen

(2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

POTENSI PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan
untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan
permasalahan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ditinjau dari beberapa

aspek :

. Produktifitas Penyelesaian Perkara.

Dalam penyelesaian perkara mahkamah agung telah mengeluarkan surat edaran
No. 2 Tahun 2014 tentang, dalam surat edaran tersebut bahwa penyelesaian
perkara pada Pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 bulan namun yang
menjadi masalah adalah masih ada penyelesaian perkara yang tidak tepat waktu
dimana masih ditemui perkara yang proses persidangan memakan waktu yang
lama dan putus lebih dari 5 bulan, untuk perkara pidana pencapaiannya tepat
waktu seluruhnya tetapi untuk perkara perdata ada perkara yang belum putus
melewati 5 bulan dikerenakan para pihak berada diluar negeri, Masalah lain yang
dihadapi keterlambatan Panitera Pengganti meminutasi perkara dikarenakan
berita acara vang belum selesai, masalah tersebut menurunkan nilai evaluasi
kinerja sehingga melemahnya produktifitas penyelesaian perkara. Upaya yang
ditempuh untuk meningkatkan produktifitas penvelesaian perkara adalah untuk
perkara yang para pihak berada diluar neger harus diupaya semaksimal mungkin
relas tersebut sampai dan para pihak bisa hadir untuk sidang dengan cara
mensurati duta kebangsaan dan meminta petunjuk ke Mahkamah Agung RIL.
Disamping itu juga diperlukan mekanisme percepatan penyelesaian perkara yang
Akuntabel vang berpedoman dengan kebijakan surat edaran MA tentang
penyelesaian perkara dipengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4
lingkungan peradilan dan ini merupakan kebijakan pimpinan untuk memacu
tingkat minutasi perkara dan meningkatkan kinerja vang akuntabel, Upaya lain

yaitu menerapkan Kebijakan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
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penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Dengan
begitu produktifitas penyelesaian perkara akan meningkat karena ada acuan yang

berstandar yang merupakan komitmen bersama.

2. Belum efektifnya pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Neger1 Tanjung Balai Karimun
harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam
mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara
efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan
prinsip objektivitas dan kriteria penilaian vang terukur. Pelaksanaan kinerja harus
di landasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Pengadilan Negeri sebagai
lembaga yudikatif. penyelesaian perkara menjadi tugas utama Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun yang dijadikan sebagai kinerja utama Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi
harus dibuat kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur,
seiring dengan tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum maka
aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-
norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksnaan norma
yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat
memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum
sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga
dikarenakan standar operasi prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena

kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan.

3. Terbatasnya sarana pendukung TI

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan
pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen
utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XI1/2018 tentang Tata Kelola
Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan

peradilan dibawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis
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teknologi informasi harus terpenuhi. Kondisi sarana dan prasarana teknologi
informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanpa dukungan sarana dan
prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum sehingga umur
manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Kendala sarana dan

prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain :

- Pusat layanan Terpadu Satu Pintu atau dikenal dengan istilah PTSP. Dengan
diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi
masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan
keadilan

- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang anak yang belum sesuai
standar.

- Terbatasnya sarana kerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga
banyak aparatur Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun vyang
menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.

- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi

penyandang difabel

4. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan.
Masih adanya masyarakat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK ini
merupakan rendahnya kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan. ini
merupakan masalah untuk mencapai meningkatnya kepuasan masyarakat
terhadap putusan peradilan. Upaya yang dilakulan adalah memberi kesempatan
kepada Hakim untuk mengikuti diklat teknis dalam hal hukum formil dan materil
untuk meningkatkan Kinerja dalam mengeluarkan putusan yang berkwalitas yang

penuh dengan rasa keadilan,

5. Akses terhadap pengadilan bagi pencari keadilan.
Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin
diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan:
a. Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan.
b.Meringankan beban biaya berperkara untuk masvarakat miskin dan
terpinggirkan.
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Masalah yang sering dihadapi kurang pemahaman masyarakat dalam
memanfaatkan teknologi informasi mengenai prosedur dipengadilan sehingga
kesulitan mendapatkan informasi, akses yang diberikan didalam website sulit
dimengerti sehingga masyarakat untuk mendapatkan informasi harus langsung
kepengadilan agar merasa puas, khususnya bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan, kebijjakan yang diberikan untuk meningkatkan layanan Bantuan
Hukum termuat dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 tentang
pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan mekanisme pemberian
bantuan hukum yaitu penyediaan layanan pos bantuan hukum, pemberian bantuan
Jjasa advokad, pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo dan pelaksanaan
sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan. Dalam hal
ini pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sudah menyediakan sarana meja
informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada
website dan direktori putussan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan
bantuan hukum juga tersedia fasilitas Pos Bantuan Hukum dengan meminta
bantuan kepada advokad sebagai petugas pelayanan, kebijakan lain yang perlu
ditempuh adalah dengan memberi  sosialisasi dan pengetahuan kepada
masyarakat tentang pedoman pelayanan infomasi sebagaimana SK Ketua MA No.
144/KMA/SK/I/2011 kepada masyarakat sehingga masyarakat tau prosedur

Pengadilan dalam mendapatkan bantuan hukum dan mengakses informasi.

6. Sumber Daya Manusia

Masalah kekurangan Sumber Daya Manusia menjadi masalah diseluruh
Pengadilan Negeri termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dimana
pengadilan Negeri masih kekurangan Panitera Pengganti dan Jurusita dan staf.
Belum lagi perkara yang masuk tiap tahun bertambah sehingga jumlah Rasio
Majelis tidak sebanding dengan banyaknya perkara masuk. Begitu juga jumlah
Sumber Daya Manusia, dimana tugas staf diisi oleh tenaga honorer, belum lagi
masalah pada kurangnya kwalitas SDM dalam bekerja dalam pemahaman
terhadap kebijakan teknis dan non teknis, disamping itu juga pola karir keahlian
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tidak sesuai dengan jabatan atau kompetensi serta beban kerja yang belum merata.

Upaya vang ditempuh yaitu kebijakan penguatan sumber daya manusia dalam

memberi kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti diklat atau sosialisasi dan

melakukan pembinaan dan pengawasan rutin serta evaluasi terhadap kinerja

aparatur pengadilan, dan juga penempatan SDM sesuai dengan keahliannya,

melakukan pemerataan terhadap beban kerja, berupaya mengusulkan selalu

permintaan tenaga teknis dan non teknis kepada MA serta berupaya menciptakan

rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan rasa kesadaran kerja yang tinggi.

Kinerja Utama

1. Produktifitas
Penyelesaian

Perkara.

. Standar

Tabel 37. Potensi dan Permasalahan

Potensi

. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2

Tahun 2014 Tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (Empat)
Lingkungan Peradilan

Operasional ~ Penyelesaian
Perkara Pengadilan Negeri Tanjung

Balai Karimun

Permasalahan

Masih Ierdapa
penyelesaian perkara

diatas 5 bulan

2. Belum Efektif
pelaksanaan
SOP

informasi
(Case

Memanfaatkan Teknologi
elekronik

Manajemen Sistem) secara efektif

perkara  secara

Menggerakkan atau mengkoordinir
aparatur untuk melakukan one publis one
minut dalam mengisi SIPP dan MIS
secara maksimal.

Pemanfaatan Direktori Putusan secara
tertib.

SOP Manajemen Penanganan perkara

Rendahnya etos kerja
dalam memanfaatkan
sitem informasi.

Masih terdapat
kekurangan system,
dimana ketidaksesuaian
dengan system manual.
Minimnya kepatuhan
aparatur peradilan
dalam pengisian SIPP 1

x24 jam.
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3. Terbatasnya
sarana

pendukung T1

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

pendukung kinerja

Terbatasnya sarana TI
di PTSP

Terbatasnya sarana di
ruang sidang anak
Terbatasnya sarana
bagi difabel.

4. Penerimaan

Memberi kesempatan kepada Hakim untuk

masyarakat mengikuti diklat teknis dalam hal hukum Masih adanya masyarakat
terhadap formil dan materil untuk meningkatkan mengajukan upaya hukum
PligsAn kinerja putusan Banding, Kasasi dan PK
pengadilan
5 Aleoe - Surat edaran Mahkamah Agung No. 10 - Kurang pemahaman
terhadap tahun 2010 tentang pedoman Pemberian masyarakat dalam
pengadilan Bantuan Hukum memanfaatkan
bagi pencari | - Disediakan meja informasi dengan teknologi informasi
fcaadifin: perangkat teknologi informasi berupa mengenai prosedur
website dan layanan Pos Bakum dipengadilan.
- Membern sosialisasi dan pengetahuan
kepada masyarakat tentang pedoman
pelayanan infomasi sebagaimana SK
Ketua MA No. 144/KMA/SK/1/2011
kepada masyarakat
- Penguatan sumber daya manusia dalam - Kekurangan SDM

6. Sumber Daya

Manusia

memberi kesempatan kepada aparatur

untuk mengikuti diklat atau sosialisasi.

Pembinaan, Sosialisasi terhadap
peraturan, pengawasan rutin, serta
evaluasi kinerja terhadap aparatur
pengadilan.

Panitera Pengganti dan
Jurusita dan staf
Kurangnya kwalitas
SDM dalam bekerja
dalam pemahaman
terhadap kebijakan

teknis dan non teknis.
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- Penempatan SDM sesuai dengan - Pola karir keahlian
keahliannya. tidak sesuai dengan

- Melakukan pemerataan terhadap beban Jabatan atau
kerja kompetensi

- Permintaan tenaga teknis dan non teknis - Beban kerja yang
kepada MA belum merata
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BAB II.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VIS1 DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan
untukmewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun. Adapun visi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengacu pada Visi

Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang Agung”

.....

peradilan memiliki keluhuran dan kemulian dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dalam memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar

lyuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, adalah sebagai berikut

1. Menjaga kemandiran Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Karimun
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2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun vaitu tahun 2020 sampai dengan 2024. Tujuan ditetapkan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Adapun tujuan vang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah

sebagai berikut :

1.Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Public percaya bahwa PN tanjung Balai Karimun memenuhi butir 1 dan 2 diatas

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, vaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020

sampai dengan tahun 2024,

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators (KPI) dapat

diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita

telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. indicator kinerja

utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai

tyjuan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja. Sesuai dengan

reviu ke 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ,

sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang

telah direviu adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

a.
b.

c
d.

Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan
Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan
Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu
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g. Persentase perkara vang tidak mengajukan upaya hukum banding.

h. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
j- Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

k. Index kepuasan pencan keadilan

. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat
waktu

b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yvang dikirim kepada Para Pihak Tepat
Waktu
Persentase Perkara vang Diselesaikan Melalui Mediasi

d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masvarakat yang Dapat
Diakses Secara Online dalam Wakiu 1 Hari Setelah Putus

. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkainya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Indikator untuk mengukur ¢capaian sasaran im adalah :

Persentase Putusan Perkara Perdata vang Ditindak lanjuti (Dieksekusi).
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Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran. perlu ditetapkan berbagai program

dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas. Adapun program dan kegiatan

pokok Pengadilan Neger1 Tanjung Balai Karimun mengacu pada Mahkamah Agung Rl
adalah sebagai berikut :

L. Program dukungan manajemen

a. Kegiatan: Pembinaan admumistrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan

Administrasi

Indikator kegiatan: Penyelenggaraan operasional kantor dan non operasional satker

kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

a.

b.

oo oo

—

Persentase sisa perkara Perdata vang diselesaikan

Persentase sisa perkara Pidana vang diselesaikan

c. Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan
d.

Persentase perkara Perdata vang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upava hukum Peninjauan Kembali
Persentase perkara pidana anak vang diselesaikan dengan Diversi

Persentase Perkara vang Diselesaikan Melalui Mediasi.

b. Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Indikator kegiatan: Pengadaan perangkat pengolah data penunjang SIPP.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

.

Index kepuasan pencari keadilan
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat
Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikator kegiatan: Perkara peradilan umum diselesaikan ditingkat pertama dan banding

dan Layanan Pos Bantuan Hukum dan Percepatan Penyelesaian Perkara.
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e Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat
waktu

e Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat
Waktu

e Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

o Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

e Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tabel 38. Visi, Misi, Iku, Sasaran Strategis dan Program Tahun 2020-2024

VISI
Terwnujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang Agung

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Sasaran Strategis
Tujuan
Uraian Indikator Program Kegiatan
1. Terwujudnya Proses | a. Persentase sisa | Program Pembinaan
Peradilan yang pasti, perkara Perdata yang | dukungan administrasi  dan
Transparan dan Akuntabel diselesaikan manajemen pengelolaan
Pencari keadilan b. Persentase sisa keuangan Badan
merasa kebutuhan perkara Pidana yang Urusan
dan kepuasannya 5 8 ;
terpenuhi diselesaikan Administrasi
c. Persentase sisa
perkara Pidana
Khusus yang
diselesaikan
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Persentase  perkara
Perdata, Yang
diselesaikan  tepat

waktu

Persentasc  perkara
Pidana Yang
diselesaikan  tepat

waktu

Persentase  perkara
Pidana Khusus vang
diselesaikan  tepal

waktu

Persentase perkara
vang tidak
mengajukan upaya
hukum Banding

Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya

hukum Kasasi

Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum PK

Persentase perkara
pidana anak yang
diselesaikan dengan

Diversi

nl.

Index  kcpuasan

pencari keadilan

Program
Dukungan

Manajemen

Pengadaan Sarana
dan Prasarana di
Lingkungan
Mahkamah Agung

k. Peningkatan Efcktifitas
Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

Persentase  Salinan
Putusan Perkara
Perdata vang dikirim
kepada Para Pihak
tepat waktu

Program
Penegakan
Pelayanan

ITukum

dan

Pcningkatan
Manajemen

Peradilan Umum
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b. DPersentase salin an
putusan Perkara
Pidana vang diKirim
kepada para pihak
tepat waktu

c. Persentase perkara Program Pembinaan
vang diselesaikan Dukungun Administrasi dan
melalui mediasi Manajemen pengelelaan

Keuvangan Badan
Urusan
Administrasi

d. Persentase  berkas | Program Peningkatan
perkara vang | Penegakan dan | Manajemen
diajukan  DBanding, | Pelayanan Peradilan Umum
Kasasi dan PK secara | Hukum
lengkap dan tepat
waktu

¢. Persentase Putusan | Program Pcngadaan Sarana
Perkara yang | Dukungan dan Prasarana di
Menarik Perhatian | Manajemen Lingkungan
Masyarakat  yang Mahkamah Agung
Dapat Diakses
Secara Online dalam
Waktu 1 Hari
Setelah Putus
Setiap pencari 1. Meningkatnya Akses | a. Persentase Pencari | Program Peningkatan
keadilan dapat Peradilan bagi Keadilan Golongan | Penegakan dan | Manajemen
nmcnjangkau badan Masyarakat Miskin dan Tertentu vang | DPclayanan Peradilan Umum
peradilan Terpinggirkan mendapat Lavanan | Hukum
Bantuan Hukum
(Posbakum).
Public percava m. Meningkatnya kepatuhan | Persentase Putusan
bahwa PN tanjung terhadap putusan | Perkara Perdata yang
Balai Karimun Pengadilan ditindaklanjuti
memenuhi butir 1 (dicksckusi)

dan 2 diatas
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Tabel 39. .Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

KINERJA INDIKATOR PENANGGUNG
NO J PENJELASAN SUMBER DATA
UTAMA KINERJA JAWAB
1. Terwujudnya Persentase Sisa Panitera Laporan Bulanan
ErtHes Perkara Perdata yang Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan danp
Peradilan yang Diselesaikan 100%
lah Sisa Perkara Perd ¢ Harus Diselesaik
Pasli) ]um ah Sisa Perkara Perdata )ang arus 1selesalkan uporan Tahunan
Transparan
dan Akuntabel Cataitan s
e Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun
sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang
harus diselesaikan pada tahun l)erjalan. output adalah jumlal\ sisa perkara
perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014
tentang penyelesaian perkara di pcngadﬂan Tingkat Pertama dan Tingkat
banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
2; Persentase Sisa Panitera Laporan Bulanan

Perkara Pidana yang

Diselesaikan

Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan
100%

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan

Catatan :

® Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun

scbelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang

dan

Laporan Tahunan
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harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa
perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2
tahun 2014 tentang pen}'elesaian perkara di Pengadilan Tingl:at Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

Persentase Sisa
Perkara Pidana
Khusus yang
Diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan
100%

Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan

Catatan :

* Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai
pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun
sc‘bclu.mnya yang llarus disclesaﬂian P@dﬂ, l.ahu.n lﬂ.hlm br:rjala.n. Olltpul. aclala.ll
jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE
KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

Panitera

Laperan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

Persentase Perkara
Perdata yang
Diselesaikan Tepat
Waktu

Jumlah Perkara Perdata vang Diselesaikan Tepat Waktu
100%

Jumlah Perkara Perdata vang Diselesaikan

Catatan :

¢ Input adalah jumlah perkara Perdata yang diselesaikan Pada bulan berjalnn.
Oulpul adalah jl.unlall perkara. perda(a ¥ang diselesaikan Lepat waktu pada
bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang

Panitera

Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan
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penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada
4 (empat) lingkungan peradilan.

Persentase pcrkara Panitera Laporan Bulanan
pldam yang Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu dan
disclesaikan tepat 100%
umlah Perkara Pidana yang Diselesaikan
waktu ] yang Laporan Tahunan
Catatan :
¢ Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan.
output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada
bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nemor 2 tahun 201+ tentang
pen}relesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan ti.ngkat bancling Pada
+ (empat) ].inglilmgan peradilan.
Persentase perkara Panitera Laporan Bulanan
Pidana Khusus yang Juwlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu dan
Diselesaikan Tepat 100%
Waktu Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan ]_al)oran Tahunan

Catatan

® Input acakh jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan
berjalan. outputadalah junlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat
waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun
2014 tentang pcn)'clcsaian pcrka.ra di pengadilan Lingkal pertama dan l.ingka.l
banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
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Persentase Perkara Panitera Laperan Bulanan
yang Tidek Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum dan
Mengajulmn Ulm}'a Banding 100%
Hukum Banding Juwlah Perkara Diputus Laporan Tahunan
Catatan :
L Merupak:m persentase jumlah perlmra vang diputus dan tidak mengajukan
upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka
waktu triwulanan . Output adakah jumlah perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator
ini diinput dalam jangka waktu triwulan.
Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan
Yang Tidak Juwlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi dan
Mengajukan Upaya 100%
* ’ lah Perkar Diputu da tahun berjala
Hllkm Kaqaql ]um El erkKara yang Ipll 8 pa a tahun erja n LaPoran Tahlmn
Catatan :
Persentase perkara Panitera Laporan Bulanan
yang R Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya dan
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 100%
Hukum Penjnjal'an Jumlah Perkara yang Telah Diputus Laporan Tahunan

Kembali
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Catatan :

® Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan
upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara vang putus
pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator

ini diinput dalam jangka waktu tahunan.

10. Persentase Perkara Panitera I aporan Rulanan
Pidana Anak yan.
‘ yang Juwlah Perkara Pidana Anak yang Disclesaikan dengan Diversi dan
Diselesaikan dengan 100%
i . Jumlah Perkara Pidana Anak
Diversi Laporan Tahunan
Catatan :
[ ]
11. Index Kepuasan Panitera Laporan Bulanan
Pencari Keadilan Juwmlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan dan
Peradilan 100%
Laporan Tahunan

Jumlah Responden Pencari Keadilan

Catatan :

& Peraturan Menteri Penda}fagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indoncsia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik
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12.| Peningkatan Persentase Salinan Panitera I aporan Bulanan
Efcktivitas Putusan Perkara Juwlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para dan
Pengelolaan Perdata yang dikirim Pihak tepat waktu 100%
Penyclesaian | kepada Para Pihak Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Laporan Tahunan
Perkara tepat waktu
Catatan :
¢ Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran
Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02
tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
13. Persentase Salinan Panitera Laporan Bulanan
Putusan Perkara L . _—
Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para dan
Pidana yang dikirim Pihak Tepat waktu 100%
Laporan Tahunan

kepada Para Pihak
Tepat Waktu

Jumlah Perkara Pidana yang Diputus

Catatan :

¢ . Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran
Mahkamah Agung No.0l Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02
tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara

Pidana diberikan langsung kepada para Pihak
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14 Persentase Perkara Panitera Laperan Bulanan
yang Diselesaikan Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi dan
Melalui Mediasi 100%
umlah Perkara yang Dilakukan Mediasi
I i Laporan Tahunan
Catatan :
*
15. Persentase Berkas Panitera Laperan Bulanan
Perkara yan
yang Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang dan
Dimohonkan Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100%
Bmd'mg‘ Kasasi, dan Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK I_aporan Tahunan
PK yang Diajukan
Secara Lengkap dan
Tepat Waktu Catatan :
°
16. Persentase Putusan Panitera Laporan Bulanan
Perk i M ik
crRara yang hiehar Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dan
Perhatian Masyarakat dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100%
yang Dapat Diakses Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Laporan Tahunan

Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Sctclah
Putus

Catatan :
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17. | Meningkatnya | Persentase Pencari Panitera Laperan Bulanan
Akses Keadilan Golongan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan dan
Peradilan l)agl Tertentu yang Bantuan Hukum (Posbakum) 100%
I\das)'arakat Mendapat Layanan Juwlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Laporan Tahunan
Miskin dan Bantuan Hukum
Terpinggirkan | (Posbakum)
Catatan :
[ ]
18. [ Meningkatnya | Persentase Putusan Panitera Laporan Bulanan
chatuhan Perkara Perdata yang Juwlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dicksckusi) dan
terhadap Ditindak lanjuti 100%
_ . . Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan ¢
Putwsan (Dicksekusi) untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) Laporan Tahunan
Pengadilan

Catatan :

¢ adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah
jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dicksckusi pada bulan
berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada
bulan berjalan. Scmakin tinggi persentase permohonan cksckusi yang

ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan
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BAB IIIL.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional mengamanatkan bahwa, sasaran
pembangunan nasional dalam RPJMN III (2020-2024) ditekankan pada peningkatan
dava saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat
korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Masih banyak komponen hukum
yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia
Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hokum periode 2020-2024,
diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b)
meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan(c)

meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang,

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum vang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-
2024 serta dalam rangka mewuudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang

Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 4 (empat) sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masvarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memuliki arah kebijakan sebagai
berikut:

a. Penguatan penvelesaian perkara tepat waktu

b. Pembatasan perkara kasasi,

¢. Proses berperkara yang sederhana dan murah

d. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
e. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

f. Penvempurnaan penerapan sistem kamar
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8.

Peningkatan penvelesalan perkara pidana dengan keadilan restorative.

h. Hak uji materiil

1

j

Penguatan lembaga eksekusi

Keberlanjutan e-Court

k. SPPTTI

1.

Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

m. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang

berkualitas.

n. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

0. Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis diatas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut

- Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai benkut

(1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;

(2) Pembatasan perkara kasasi;

(3) Proses berperkara vang sederhana dan murah dan

(4) Penguatan akses peradilan

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Elektivitas Pengelolaan penvelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat
keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka
waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh
perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu
1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat
Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-
perkara perdala umum, perdala agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena
sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua
Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya
kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding
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- Sasaran Strategis 3 : Meningkatmya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.
Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga )arah kebijakan sebaga berikut :
(1) Pembebasan biava perkara untuk masyarakat miskin,
(2) Sidang keliling/zitting plaats dan
(3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang
menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin
dan termarjinalkan, vaitu;
1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan,
2) Pemberian bantuan jasa advokat,
3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo. dan
4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor
pengadilan (zitting plaats). Pengadilan Negeri Pontianak masih memuliki
kendala dalam hal fasilitas pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo,

karena keterbalasan anggaran yang disediakan

- Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Dengan arah kebijakan sebagai berikut : Jangka waktu penanganan perkara pada
Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 138KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada
Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara vang ditangani oleh
Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah
perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat
banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998
tentang Penyelesaian Perkara yang menvatakan bahwa perkara-perkara perdata umum,
perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan
perkaranya terpaksa lebih dari 73 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan
Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua
Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dar pimpinan Mahkamah
Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya
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kepastian hukum serta merespon keluhan masvarakat akan lamanya penvelesaian
perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua
Mahkamah  Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA  Nomor

119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Har Musyawarah dan Ucapan pada
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari
musyvawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas
perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu
penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang- undang (misalnya perkara-perkara
Perdata Khusus atau perkara Pidana vang terdakwanya berada dalam tahanan).
Penvelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat
Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara
di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan menvatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penvelesaian perkara pada
Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan
waktu termasuk penyelesman minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan
penyelesalan perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa
melakukan evaluasi secara rutin melalw laporan perkara. Disamping hal tersebutl
diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penvelesaian perkara perdata vang
memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court
sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung

menyusun regulasi sebagai payvung hukum terlaksananva small claim court.

3.2, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TANJUNG
BALAI KARIMUN

Arah dan Tujuan pembangunan dibidang hokum merupakan pilar untuk menuju hokum yang
berkualitas vang mempunyai target jangka menengah, dan mempengaruhi arah kebijakan
dan strategi vang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-
2024 yang sangal menentukan kokohnya pilar institusi mempercepal proses pembangunan

hokum.
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Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ada 4 (empat) sasaran sebagali

berikut;

1. Terwuyyudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkainya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun memuiliki arah

kebijakan sebagai berikut:

10,

I1.

Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun.

Proses berperkara vang sederhana dan murah pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun.

Penguatan akses peradilan (posbankum) pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun.

Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum pada Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun.

Peningkatan penyvelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative pada Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun.

Penguatan lembaga eksekusi pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun .
Keberlanjutan e-Court pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

SPPT TI pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga tekms pada Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Kanmun .

Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat pada Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun secara optimal.

Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset pada Pengadilan

Negeri Tanjung Balai Karimun.
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Tujuan pembangunan dibidang hokum yang berhubungan dengan pencapaian sasaran

strategis Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mencangkup antara lain:

1. Sasaran Strategis 1. Terwujudnya proses peradilan vang pasti Transparan dan
Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ditetapkan arah kebijakan antara lain:

1.

Penguatan Penyelesaian Perkara tepat waktu

Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun memegang peranan vang sangat penting
dalam mewwudkan kepasttan hukum ditengah tengah masyarakat,
keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dan ada atau tidaknya
kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Kanmun dalam rangka melaksanakan tugas tersebut
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sudah membuat regulasi proses
pelayanan peradilan, khususnva vang terkait dengan penyelesaian perkara.
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjalankan regulasi SEMA 02
Tahun 2014 Tentang Penvelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Khususnya pada
Pengadilan Tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan dengan harapan agar
kepastian hukum dapat segera hadir di tengah tengah masyarakat. Penyelesaian
perkara tersebut berkaitan dengan indicator penyelesaian sisa perkara Pidana dan
Perdata, indkator penvelesaian perkara perdata dan pidana tepat waktu, indicator
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK serta indicator

penyelesaian diversi,

Small Claim Court (SCC)
Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan kepastian hukum, Mahkamah
Agung menerbitkan regulasi percepatan penyelesaian perkara perdata dengan
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maksimal gugatan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Mahkamah
Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015, Istilah
gugatan sederhana lazim disebut juga dengan Small Claim Court, penyelesaian
perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranva, yaitu
gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan para pihak harus berada dalam domisili
wilayah hukum vang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebih 25 (dua lima)
han sejak sidang pertama serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah. Dalam
perkembangannya banvak masukan dari masvarakat kepada Mahkamah Agung
bahwa besaran batasan gugatan yang diselesaikan melalui Small Claim Court
menjadi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam rangka memenuhi
tuntutan masvarakat tersebut Mahkamah Agung telah melakukan evaluasi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penvelesaian
Gugatan Sederhana dengan rencana melalukan revisi pada beberapa pasal
sebagaimana termaktum dalam Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma
No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tanggal 17
November 2019. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Kanmun saat im berupaya untuk
memberi pengetahuan kepada masyarakat di social media maupun website tentang
tata cara gugatan sederhana baik secara manual maupun melalui e-Court, dan
sampai saat ini cukup banvak masyarakat mengajukan Gugatan Sederhana, untuk
melihat data perkaranya bisa dilihat ditabel sebelumnya tentang pencapaian perkara

gugatan sederhana.

. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warna negara, konsekuensi Indonesia
sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya
kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya
kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal i sangat penting
dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivilas harus ada kepastian hukum
terkait status anak tersebut. Bagi anak vang mempunvai akte kelahiran maka
termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte
nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah
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maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa
membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencan identitas secara
hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak
terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta
kelahiran, karena salah satu persvaratan untuk membuat akta kelahiran harus
melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan
sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian

Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk
pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang
hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun
pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana vang dikenal
dengan keadilan restoratif (restoratif justice) vang berbeda dengan keadilan
retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif
{menekankan keadilan pada ganti rugi), Sistem Peradilan Pidana Anak yang
kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non
diskniminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang dan menghargai partisipasi anak. Tidak hanva anak sebagai pelaku,
namun mencakup juga anak vang sebagai korban dan saksi. Ketua Mahkamah
Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang
merupakan turunan dan UU SPPA dikeluarkan. Sistem Peradilan Pidana Anak
merupakan segala unsur sistem peradilan pidana vang terkait di dalam penanganan
kasus-kasus ABH. Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian
perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang

bertyjuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menvelesaikan perkara anak di luar proses peradilan:

3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
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4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian vang tidak terpisahkan dalam
diversi untuk mencapai keadilan restoratif Hakim dalam menjatuhkan putusannya
wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Dengan
demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral,
partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan
membuat perubahan, yang semuanya 1tu merupakan pedoman bagi proses restorasi
dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat
daerah terus menviapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung
implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada
pilihan lain, semua pihak harus konsentarasi dan serius dalam mempersiapkan
SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak
terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng
terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan, oleh
sebab perkara divers: yang terselesaikan merupakan arah kebijakan Pengadilan

Negeri Tanjung Balai Karimun yang harus ditingkatkan tiap tahun.

. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Indek Responden Masyarakat serta Indek
Persepsi Korupsi langkah vang diambil dengan menggerakkan kembali tim
Relormasi Birokrasi (iim pengarah, tim sekretariatan dan kelompok kerja 8 area)
untuk melakukan berbagai perubahan, hal lain mengaktifkan selalu tim akreditasi
Penjaminan Mutu dalam melakukan pelayanan vang berstandar sepertu
dicanangkan oleh Mahkamah Agung yaitu peradilan yang pelayvanan berstandar dan
bersertifikasi vang baik, upaya lain vyang ditempuh dalam meningkatkan

kepercayaan public menggerakkan 6 Area Zona untuk menjalankan rencana aksi.

. Meningkatkan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) .

Guna menjanun lerciptanya pelayanan publik vang memuaskan para pencari
keadilan, dan menghindari ketergantungan kebutuhan sertifikasi pelavanan di
peradilan umum terhadap badan sertifikasi ekstenal maka dicanangkan

pembentukan badan sertifikasi intermal dan dituangkan ke dalam Keputusan
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Direktur Jenderal Nomor 1455/DJU/SK/KU01/8/2015 tentang Penunjukan Tim
Akreditasi Manajemen Mutu Pelayanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum dengan tugas untuk merumuskan standarisasi sistem manajemen
mutu pelayanan pengadilan secara lengkap dan menyeluruh. Tim juga bertugas
untuk melakukan penilaian pelaksanan penjaminan mutu pengadlan di lingkungan
Badan Peradilan Umum sesuai dengan ISO 9001:2008 dan sudah diperbaharui
menjadi  ISO 9001:2015 yang dipadukan dengan penerapan International
Framework for Court Excellent. 7 (tujuh) krteria vang ditetapkan dalam
menciptakan Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesia Court
Performance Excellent — ICPE) digunakan menjadi dasar penilaian yaitu 1. Kualitas
Kepemimpinan, 2. Rencana Strategis, 3. Kualitas Pelavanan, 4. Sistem dokumen
administrasi, 5. Manajemen Sumber Daya, 6. Manajemen Proses, dan 7. Sistem
Pengawasan. Saat ini Pengadilan Negeri Tanjung Balai sudah melakukan
Akreditasi Penjaminan Mutu untuk meningkatkan kepuasan Masvarakat terhadap

lavanan pengadilan.

. Meningkatkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikainya adalah merupakan miniatur
Reformasi Birokrasi yvang bertuyjuan untuk membangun program Reformasi
Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi vang anti
korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelavanan publik vang berkualitas.
Berbekal komitmen uniuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka
Pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada
tanggal 19 Januari 2016, Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk
mendorong pembangunan Zona Integntas Menuyju Wilayah Bebas dan Korupsi
(WBK) dan Wilayvah Birokrasi Bersih dan Melavani (WBBM) pada unit-unit kerja
baik yang di tingkat pusat maupun daerah. Demi kelancaran dan keberhasilan
Pembangunan ZI pada unit-umt kerja maka diterbitkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuyu Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melavani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di
Bawahnva. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah melakukan

pencanangannya pada tanggal 05 Maret 2019 dan melakukan pembangunan zona

Page | 80



integritas pada tahun 2020-2024, Selain itu, dibentuk juga Tim RB dan

Pembangunan ZT dan Kelompok Kerja RB dan Pembangunan ZI serta Tim Penilai

Internal. Selama awal Tahun 2019, diharapkan Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Kanmun pada Tahun depan dapat mewujudkan :

* Kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN

¢ Pelayanan Publik yang sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia yang
semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang makin ketat.

¢ Kapasitas dan akuntabilitas kinerja semakin baik.

+ SDM aparatur semakin profesional.

Peraturan tersebut menargetkan bahwa pada tahun 20235 akan terwujud tata
pemerintahan vang baik dengan birokrasi pemerintahan vang profesional,
berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Untuk itu perlu
secara kongkrit dilaksanakan program Reformasi Birokrasi pada Unit Kerja melalui
upaya pembangunan Zona Integritas khususnya diPengadilan Negeri Tanjung Balai

Kanmun vang saat ini sedang melakukan pembangunan Zona Integritas.

2. Sasaran Strategis 2:Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ditetapkan arah kebijakan antara lain:

1. Meningkatkan Produktifitas penvelesaian perkara dan mediasi.
Upaya yang ditempuh Mengefektifkan SOP Penyelesaian perkara mengacu pada
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara
diPengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 lingkungan peradilan
vang menjelaskan jangka waktu penyelesaian perkara maksimal 5 bulan dan
Meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap putusan hakim, dengan cara
Penguatan Sumber Dava Manusia. Disamping SOP dalam pengiriman berkas
salinan putusan yang dikinm tepat waktu dan SOP dalam pengiriman berkas
banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu, maka setiap SOP yang
berkaitan dengan kinena Jurusita dan kinerja PP serta SOP setiap bagian
kepaniteraan harus selalu di evaluasi untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian
perkara. Selain itu juga diperlukan SOP penyelesaian perkara menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dengan Menggerakkan atau
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mengkoordinir aparatur untuk meningkatkan kepatuhan mengisi SIPP dan direktori
putusan 1x24 jam juga melakukan one day one publis dan one day one minut
sehingga putusan yang diminta oleh public dapat diakses secara oneline dalam 1
hari putus begitu juga dalam penyelesaian mediasi, Hakim harus bisa menjadi
penengah untuk membawa masvarakat tidak melanjutkan perkaranya dan selesa
dengan akta perdamaian, saat ini Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih jalur perdamaian.

. Penerapan E-SKUM

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menerapkan aplikasi e-SKUM
dalam rangka kemudahan akses masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkara
di pengadilan yang di luncurkan Mahkamah Agung . Mahkamah Agung sendin
membuat suatu aplikasi yang memudahkan masyarakat menentukan besaran panjar
biaya perkara secara mandiri yang dinamakan dengan aplikasi e-SKUM. Penentuan
besaran panjar biaya perkara sering menjadi pertanvaan masyarakat pencari
keadilan, dengan adanya aplikasi ini maka masyarakal bisa menghitung sendir
berapa besar panjar biaya perkara vang harus dibayarkan tanpa minta bantuan
petugas pengadilan untuk membantu menghitungnva, sehingga opini masyarakat
akan mahalnya biaya di pengadilan bisa dengan sendirinya ternetralisir. Maksud
dan tyuan dalam penerapan Sistem Aplikasi e-SKUM adalah untuk memberikan
pelavanan terbaik serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan
akhir terciptanya peningkatan kualitas pelavanan publik di pengadilan, agar
pelavanan peradilan dapat terselenggara lebih cepat, sederhana dan berbiava
ringan. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari tahun 2015-2020 masih

menggunakan e-SKUM dalam pembayaran biaya perkara.

Peningkatan E-Court dan E-litigasi

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektromk (e-
Court) pada hari Jum’at tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi
perkara berbasis online in1 merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun
2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018 lalu di lalukan
revisi/melengkapi Peraturan MA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan
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Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. E-court mengatur mulai dari
pengguna lavanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara,
pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola admunistrasi,
pembayaran biaya perkara vang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat
mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang
berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dengan e-Court ini untuk
memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan
termasuk di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, selama ini untuk
mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus
datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar
dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah
(efilling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court
pembayaran biava perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-
payment vang pembavaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalu
saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Saat i, pembayaran secara
elektronik dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah yaitu Bank BNI. Tak
hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan menghemat
biaya hingga nol rupiah. Sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara
bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elekironik termasuk meniadakan
kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilavah
berbeda. Dalam hal penyampaian panggilan/pemberitahuan/ e-summons, sesuai
Perma No. 1 Tahun 2019, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak
menyetuyjui  dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi
kesenjangan vang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini
pendaftaran perkara perdata secara onling ini sudah diterapkan pada Pengadilan
Negen Tanjung Balai Karimun. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang
sederhana, cepat dan biava nngan, Mahkamah Agung kini mengembangkan
aplikasi e-Court im dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses penyelesaian
perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirmya para didepan pengadilan.
Aplikasi e-litigasi adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara
perdata, perdata agama, tatausaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu.
Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanva
dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek
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persidangan. Sistem elektronik tidak hanva diberlakukan dalam pendaftaran
perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga
dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan
secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem
elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di

Indonesia termasuk di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

. SPPT TI pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscavakan institusi penegak hukum
seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki
jalinan sistem informasi yang erat. Praktek vang dilakukan di berbagai negara, para
penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara
elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menvadari pentingnva
mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015- 2019, yang menjadikan
SPPT menjadi salah satu priontasnya. SPPT Mahkamah Agung dengan aparat
penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated
Crimunal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat
penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana
Terpadu merupakan sistem vang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi
vang berwenang manangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan
Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani
pada tanggal 28 Januari, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sedang
berupaya meningkatkan kerja sama antar penegak hukum khususnya dalam

penegakan hukum pidana.

. Peningkatan Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang optimal.

Dalam rangka mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam
pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan, perlu dilaksanakan
pengawasan dan pembinaan yang terus menerus oleh setiap atasan langsung
terhadap bawahannya, untuk itu Mahkamah Agung (elah mengeluarkan aturan
berupa Peraturan Mahkamah Agung RI No 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan
Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Di Bawahnya. Perma tersebut sekaligus mencabut Surat Keputusan Ketua
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Mahkamah Agung Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua
Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam
Melaksanakan Tugas Pengawasan, Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun
untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan mengeluarkan SK Hakim Pengawas
Bidang tiap tahunnya dan dilaksanakan Rapat Momitoning Evaluasi Kegiatan tiap
bulan dimana setiap bulannya sebelum diadakan rapat bulanan hakim pengawas
melakukan pengawasan terhadap bidang dan hasil temuan dibawa pada rapat
internal kesekretariatan dan kepaniteraan, selanjutnya dibawa pada rapat intern para
hakim dan coordinator pengawas dan selanjutnya hasil akhir tersebut dibawa pada

rapat umum vang dipimpin oleh pimpinan ketua atau wakil ketua tiap bulannya.

. Peningkatan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menerapkan Aplikasi SIKEP yang
merupakan sebuah aplikasi Sistem Informasi vang berfungsi sebagai alat untuk
menyimpan dan mengelola data dan dokumen elektronik sumber daya manusia,
yvang dapat diolah menjadi sebuah informasi sesuai kebutuhan organisasi untuk
dimanfaatkan bagi kepentingan lembaga dalam memenuhi kritena yang dibutuhkan
dalam rangka mangjemen sumber daya manusia. Selain sebagai sarana
penyimpanan data dan dokumen elektronik, SIKEP dimanfaatkan sebagai alat
untuk memberikan otomasi layanan bidang kepegawaian bagi seluruh Pegawai
Mahkamah Agung. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi,
ditunjang dengan inovasi dan keterampilan dari pegawal Mahkamah Agung, maka
layanan pegawai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah memanfaatkan
teknologi guna mengatasi kendalajarak, waktu dan kendala lainnya, sehingga dapat
mempercepat, memudahkan dan membuat transparanst layanan bidang
kepegawaian. Saatl ini beberapa lavanan bidang kepegawaian pada Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun telah dilakukan memanfaatkan SIKEP, dan dapat

menekan biaya yang dikeluarkan, antara lain:
1. Otomasi Layanan Kepegawaian

a. Layanan Kenaikan Pangkat Otomatis, secara paperless dengan pertukaran

data soft copy dan SIKEP ke SAPK BKN.
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Data sumber dalam pengambilan keputusan untuk promosi, mutasi, dan rotasi
maupun redistribusi pegawai.
Laporan tentang DUK, DUS dan Bezetting secara otomatis dapat disajikan

secara real time baik soft copy maupun hard copy.

. Laporan jumlah pegawai secara keseluruhan maupun masing-masing satuan

kerja pengadilan seluruh Indonesia secara otomatis dapat disajikan real time,
baik sott copy maupun hard copy.

Demografi pegawai ditampilkan dalam bentuk statisttk yang dapat
dimanfaatkan oleh satuan kerja maupun seluruh eselon I untuk berbagai
kepentingan.

Layanan Ujian Dinas Pegawai online, menggunakan aplikasi e-Exam dengan
data terintegrasi dengan SIKEP, semula ujian dinas dilaksanakan secara
konvensional dengan menyelenggarakan di wilavah tertentu dan
membutuhkan biava berkisar 2 milvar rupiah setiap tahunnva untuk dapat
menyelenggarakan ujian dinas pegawai pada 2 atau 3 wilayah, kini hanya
butuh biaya 75 juta rupiah untuk seluruh wilayah Indonesia, lebih efisien, adil
dan transparan.

Layanan Pengajuan Penghargaan/Satyalancana, diajukan secara online
menggunakan aplikasi e-Satya yang terintegrasi dengan SIKEP, kelengkapan
persyaratan telah menggunakan data SIKEP berupa soft copy vang
dikirimkan ke Sekretariat Negara cq. Sekretariat Militer Presiden.

. Integrasi dengan Aplikasi Lain di Mahkamah Agung,

a.

SIWAS (Sistim Informasi Pengawasan)} adalah aplikasi lavanan pengaduan
masyarakat yang dikelola oleh Badan Pengawasan telah terintegrasi dengan
SIKEP dimana basis data pegawai dalam layanannya berasal dari data
SIKEP. Setiap pengaduan yang masuk di Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun melalu Aplikasi SIWAS akan dilakukan tindak lanjuti.

e-LLK (Laporan Lembar Kerja Pegawai) adalah aplikasi yang mencatat
kegialan masing-masing pegawai seluruh Indonesia, telah terintegras: dengan
SIKEP. Seluruh aparatur Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sudah
memanfaatkan e-LLK dalam mengisi kegiatan hariannya.

Portal Single Sign On Metode telah terintegrasi dengan SIKEP.
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d. Pelavanan Terpadu Satu Pintu vang diterapkan oleh 4 (empat) lingkungan
Peradilan seluruh Indonesia telah terintegrasi dengan STKEP.

e. SISDIKLAT (Sistem Informasi Kediklatan) yang saat ini dalam tahap
pengembangan juga telah terintegrasi dengan SIKEP.

f. SIPP juga terintegrasi dengan SIKEP.

Kedepan SIKEP akan dimanfaatkan sebagai sistem untuk mengelola Manajemen
Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, dimana seluruh riwayat pegawai baik
prestasi dan kinerja maupun kewagjiban pegawar sebagai bentuk akuntabilitas
kepada publik seperti LHKPN tercatat dalam SIKEP. Selanjutnya SIKEP juga akan
mencatat seluruh fase Manajemen SDM vang terdiri dari Perhitungan Kebutuhan,
Rencana Pengembangan SDM, Manajemen Talenta, dan Asesmen Centre,
sehingga dapat benar-benar dimanfaatkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung dalam
Pengambilan Keputusan dan secara khusus di Pengadilan Negen Tanjung Balai

Karimun.

7. Tata Kelola Teknologi Informasi
Penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan
kebutuhan di setiap instansi penyelenggara pelavanan publik mengingat peran TIK
vang semakin penting sebagai upava untuk meningkatkan kualitas pelavanan
publik. Tata kelola TIK dapat menvelaraskan kebutuhan, kondisi dan pilihan
stakeholder untuk menentukan keseimbangan, tujuan organisasi vang akan dicapai,
mengatur arah melalui prioritas dan membuat keputusan serta memonitor prestasi
sesuai dengan arah dan tujuan organisasi. Teknologi Informasi dan komunikasi
merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negen Tanjung
Balai Karimun vang berada di bawahnya menjadi salah satu pendorong untuk
mencapai visi, misi, tuyjuan dan arahan pembaruan dalam Cetak Biru Pembaruan
Peradilan 2010-2035. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan peradilan, maka perlu adanya penyelenggaraan tata kelola
teknologi informasi dan komunikasi yang ternintegrasi pada lingkungan Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun yang berada di bawahnya. proses peradilan vang
transparan merupakan salah satu svarat terwujudnya akuntabilitas Badan Peradilan

dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat. Tata kelola teknologi informasi
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dan komunikasi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, secara umum
melakukan penyesuaian proses kerja pada Mahkamah Agung dengan TIK untuk
mendorong dalam pencapaian organisasi yang efektif, efisien dan ekonomus.
Organisasi TIK Pengadilan Negen Tanjung Balar Karimun disusun dengan
mempertimbangkan prinsip pembagian kerja antara fungsi strategis, operasional,
pendukung dan manajemen resiko. Implementasi kegiatan TIK dilakukan dengan
koordinasi antara TIK Mahkamah Agung, TIK Badilum yang berada di bawahnya
secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara. mengembangkan kebijakan
standar TIK, penentuan proses kerja menetapkan unit pengelola layanan bersama,
dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Saat ini Pengadilan Negen
Tanjung Balai Karimun masih banvak membutuhkan sarana Tl dalam mendukung

kinerja aparatur.

8. Penerapan SIPERMARI
Dalam upaya mewwudkan peradilan modern, Mahkamah Agung meluncurkan
aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung (SIPERMARI) yang
dapat dipergunakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
untuk menatausahakan aset berupa Barang Milik Negara (BMN) agar terwuud
tertib administrasi, tertib fisik atau pengelolaan dan tertib hukum. Sistem Informasi
Perlengkapan Mahkamah Agung merupakan kebijakan strategis dalam
penatausahaan aset BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di
bawahnva. Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya membutuhkan
aplikasi untuk penatausahaan BMN sebagaimana yang sudah diterapkan seluruh
kementerian dan lembaga lain melalui aplikasi SIMAN (Sistem Informasi
Manajemen Aset Negara). Aplikasi ini bersifat umum belum mengakomodir
kebutuhan-kebutuhan khusus dalam pengelolaan aset di Mahkamah Agung dan
badan-badan peradilan di bawahnya. Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah
Agung menjadi solusi terbaik sebagai media atau alat bantu yang bisa digunakan
untuk mendapatkan informasi BMN pada satuan kenja di lingkungan Mahkamah
Agung dan pengadilan di bawahnya secara cepal dan akural. Sistem Inflormasi

Perlengkapan Mahkamah Agung dapat dipergunakan terhadap lima hal:

1. Sebagai pengolah data BMN secara akurat yang bersifat terperinci.
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2. Dapat dipergunakan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian atau
monitoring dan evaluasi BMN.

3. Dapat dipergunakan untuk pelaporan dan pencetakan data BMN,

4. Dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pimpman untuk mengambil
kebjjakan terkait alokasi anggaran untuk perencanaan, pengadaan dan
pemeliharaan aset.

5. Dapat dipergunakan sebagan wahana informasi bagi publik dan stakeholder
terkait data aset yang digunakan satuan kerja di Mahkamah Agung dan badan-
badan peradilan di bawahnya. Dengan diluncurkannya aplikasi SIPERMARI
bidang manajemen aset, Mahkamah Agung semakin menunjukkan
komitmennva untuk mewujudkan era baru peradilan modem berbasis

teknologi informasi.

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ditetapkan arah kebijakan antara lain:

L

Meningkatkan pelayanan Bantuan Hukum.

2. Dengan menggunakan jasa advokad sebaga petugas Pelayanan Pos Bantuan

Hukum Pengadilan membenkan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan
terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masvarakat
dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan
advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses
penvelesaian perkara. Langkah yang diambil Menvediakan meja Informasi dengan
perangkat teknologi informasi dengan memben petunjuk kepada Masyarakat
prosedur dan fasilitas Peradilan, meningkatkan pengelolaan website dan melakukan
sosialisasi kepada masyarakat mengenai pedoman Informasi Pos Bantuan Hukum

serla [asilitas lain yang ada dipengadilan.
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3.3

4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ditetapkan arah kebijakan antara lain: Penguatan

lembaga eksekusi pada Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun.

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada
akhirnya tidak bisa dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya, proses eksekusi
seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar
putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus
dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi vang seringkali
mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanva
upayva-upava untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi,
kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi ganguan di
lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi vang selama ini menjadi
sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi. Upaya yang ditempuh
dalam menguatkan eksekusi adalah penguatan kinerja aparatur khususnva jurusita,
seperti Meningkatkan kinerja jurusita dalam menjalankan eksekusi dengan melakukan
pembinaan kepada Jurusita melakukan pembinaan kepada jurusita agar eksekusi bisa

berjalan dengan lancar.

KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas
Nomor : 1 tahun 2014 107 tentang pedoman Penvusunan RPJMN 2015-2019 dan
Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi
dalam RPJMN. Dengan lahimya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi
menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat
(2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dan visi, misi dan Program
Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi
pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrnian/ lembaga dan lintas

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilavahan, seria kerangka ekonomi
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makro vang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan “,

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke 111
tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah
guna terwyjudnya pembangunan hukum nasional dityjukan untuk semakin
mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan
Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024
adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang
makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu
mendukung pembangunan nasional. Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah
yvang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 vang diamanatkan kepada setiap
kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka
regulasi yang dyadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan.
Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka
memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masvarakat dan penyelenggaran Negara

dalam rangka mencapai tyjuan bernegara.

Kerangka Regulasi Pengadilan Negern Tanjung Balai Karimun sebagai satuan kerja vang
berada di bawah Mahkamah Agung mengadopsi kebijakan Mahkamah Agung vang
diterapkan diwilavahnya, dalam merealisasikan program pemeriniah vang dituangkan
dalam RPJM tahun 2020- 2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan
kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun tentunya harus
mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Kerangka regulasi antara
lain:

1. Manajemen Perubahan

Regulasi pada area ini antara lain sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan komitmen
Bersama untuk melaksanakan pelayvanan berstandar, kesepakatan bersama
ditandatangani oleh aparatur pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
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Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK Penetapan
Yel - vel.

Ketua Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK penunjukan
Role Model.

Ketua Pengadilan Negeni Tanjung Balai Karimun telah menandatangani Piagam
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK pembetukan
Tim Pengendali Gratifikasi.

Ketua mengeluarkan SK pembentukan PTSP (Pelavanan Terpadu Satu Pintu).

. Perundang-undangan.

Regulasi pada area ini adalah Standar Operasional Prosedur Bidang-Bidang baik

Kepaniteraan maupun kesekretariatan yang telah dilakukan beberapa kali revisi.

. Penataan dan Penguatan Organisasi.

Regulasi pada area ini antara lain sebagai berikut:

L.

Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan SK tentang penunjukan Tim pedoman
penanganan benturan kepentingan.

SK Penunjukan Tim Penvusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi
Pekanbaru Tahun 2015-2019.

SK Ketua tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri

Pekanbaru.

Penataan Tata Laksana

Regulasi pada area ini antara lain sebagai berikut:

L.

Ketua Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK pembentukan
Tim Reflormasi Birokrasi

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK Tim
Akreditasi Penjaminan Mutu untuk dilaksanakan sesuai tugas masing-masing tim
untuk melakukan perubahan dalam meningkatkan pelayanan vang prima.
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5.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK pembentukan
Tim Biaya Proses Penyelesaian perkara,

Ketua Pengadilan Negen Tanjung Balan Karimun mengeluarkan SK penunjukan
Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun,

Ketua Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK pembentukan

Tim Penaggung jawab penataan parkir.

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.

Regulasi pada area ini antara lain sebagai berikut:

10.

11

12.

13.

SK Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun.

Ketua Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK SOP.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK tata tertib
pemakaian seragam kerja.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK pembagian
wilayah kebersihan beserta petugas yang bertanggung jawab.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK penujukan
pelaksana harian.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK petugas apel.
Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK Pengangkatan
Tenaga Satuan Pengamanan dan pramubakti.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Kanmun mengeluarkan SK Petugas piket
sidang dan juru sumpah.

Ketua Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun pengelolaan SIKEP

Ketua Pengadilan Negen Tanjung Balai Kanmun mengeluarkan SK Petugas
PNBP.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK Badan
Pertimbangan jabatan dan pangkat.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK penanggung
jawaban absensi.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK penunjukan

bendahara Biaya Proses.
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6.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22,

23.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK pejabat
protokoler.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK pengelola
Taman.

Ketua Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK Koordinator
Penanggung jawab penanganan Bantuan Panggilan.

Ketua Pengadilan Negenn Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK petugas
menjilid berkas perkara pidana dan perdata.

Ketua Pengadilan Negen Tanjung Balai Kanmun mengeluarkan SK pembuatan
tanda pengenal PNS

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK coordinator
dan operator pemberitahuan delegasi.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK penunjukan
hakim pengawas SIPP.

Ketua Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK petugas ruang
arsip.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK petugas pos
pelayanan hukum.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK operator

genset

Penguatan Akuntabilitas.

Regulasi pada area ini antara lain sebagai berikut: Ketua Pengadilan Negeri Tanjung

Balai Karimun mengeluarkan SK penunjukan Tim dalam penyusunan LKIJip, PK,
RKT, Reviu IKU dan Reviu Renstra.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Regulasi pada area ini antara lain sebagai berikut:

Ketua Pengadilan Neger Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK Petugas meja
informasi.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karnnmun mengeluarkan SK petugas
penerima pengaduan.
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3.4

3. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK Bantuan
Tugas/ Relawan anti narkoba.

4. Ketua Pengadilan Negern Tanjung Balai Kanmun mengeluarkan SK Pengelola
Informasi dan Dokumentasi.

5. Ketua Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK pemberlakuan
benner papan visual, papan pengumuman dan media informasi lainnya vang
dipajang diarea gedung.

6. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK sosialisasi
SAKIP

7. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK sosialisasi
DIPA.

8. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK sosialisasi 5
S, SR, DAN 2P

9. Ketua Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK penunjukan

narasumber sosialisasi.

KERANGKA KELEMBAGAAN

Bentuk Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam bentuk berbagai peraturan perundang-
undangan vaitu UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun
2004 atas perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, makna
yang terkadung dalam UU No 49 Tahun 2009 Pasal 1 (1) *Pengadilan adalah pengadilan
negeri dan Pengadilan Tingg dilingkungan peradilan umum”, Pasal 2 “Peradilan umum
adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakvat pencant keadilan pada
umumnya”, Pasal 10 (1) “Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim
Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita™, Pasal 11 (1) “Pimpinan Pengadilan Negeri
terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua™, Pasal 27 (1) “ Pada setiap Pengadilan
ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera™ (2) Dalam
melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera,
beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang
Jurusita”, Pasal 44 “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanva secretariat vang dipimpin
oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil sekretaris.” Tugas pokok

Pengadilan Negeri tertuang dalam pasal 50 “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang
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memeriksa, memutus, dan menvelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat

pertama”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun merupakan Pengadilan Kelas II, Tugas dan
fungsi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dilaksanakan oleh Pimpinan dengan
dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekrelariatan, susunan organisasi tersebut diatur
lebih lanjut dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berdasarkan Perma No 7 Tahun 2015
tersebut berikut rincian kedudukan tugas dan Fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Pengadilan Negen Tanjung Balai Karumun:

KEPANITERAAN PERADILAN UMUM

Bagian Ketujuh

Kepaniteraan Pengadilan Negen Kelas II

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 70
(1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas Il adalah aparatur tata usaha negara vang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua
Pengadilan Negeri Kelas IL
(2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pembenan
dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang

berkaitan dengan perkara.

Pasal 72
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:
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pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam
pembenan dukungan di bidang teknis;

pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus:

pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan
transparansi perkara;

pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dan APBN dalam program teknis
dan keuangan perkara vang ditetapkan berdasarkan peraturan dan
perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan,

pelaksanaan mediasi;

pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan

pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Ketua Pengadilan Neger.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 73

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdin atas:

a.
b.

o

~

Panitera Muda Perdata;
Panitera Muda Pidana;
Panitera Muda Khusus; dan

Panitera Muda Hukum.

Pasal 74

Panitera Pengadilan Negen Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian

dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat

yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 75
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan

Negeri Kelas IT menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam
pemberian dukungan di bidang teknis:

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

¢. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

e pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penvajian data perkara, dan
transparansi perkara;

f. pelaksanaan administrasi keuangan vang berasal dari APBN dalam program teknis
dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan
perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

¢ pelaksanaan mediasi;

h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

1. pelaksanaan fungsi lain vang dibernikan oleh Ketua Pengadilan Negen.

Pasal 76
Panitera Muda Perdata mempunvai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang

perdata.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda

Perdata menyelenggarakan fungsi:

a pelaksanaan pemenksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;

b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

¢. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua
Pengadilan;

d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak
hadir;
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f. pelaksanaan penvampaian pemberitahuan putusantingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak;

¢ pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara vang dimohonkan banding,
kasasi dan peninjavan kembali;

h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan is1 putusan upaya hukum kepada
para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi
dan Mahkamah Agung;

i. pelaksanaan penerimaan konsinyast;

j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

k. pelaksanaan penvimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum
tetap;

1. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada
Panitera Muda Hukum,

m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh Panitera.

Pasal 78
Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan admnistrasi perkara di bidang

pidana.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda

Pidana menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;

b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;

c. pelaksanaan penenimaan permohonan praperadilan dan pembeniahuan kepada
termohon;

d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dan Ketua
Pengadilan;

e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan

penahanan,perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
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f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari
penyidik;

g pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

h. pelaksanaan pembenitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak
hadir;

1. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak;

j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara vang dimohonkan banding,
kasasi dan peminjavan kembali;

k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upava hukum kepada
para pihak dan menyampaikan relas penverahan isi putusan kepada Pengadilan

Tinggi dan Mahkamah Agung;

1. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa;

m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara vang belum mempunya kekuatan hukum
tetap;

o. pelaksanaan penverahan berkas perkara vang sudah berkekuatan hukum tetap kepada
Panitera Muda Hukum,

p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 83
Panitera Muda Hukum mempunvai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan

penyajian data perkara,penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 84
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pamtera Muda
Hukum menyelenggarakan fungsi:
a pelaksanaan pengumpulan. pengelolaan dan penvajian data perkara;
b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;

c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
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d. pelaksanaan penataan, penvimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,

f pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan vang berkaitan
dengan transparansi perkara.

g pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat.hubungan masyarakat dan;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

KESEKRETARIATAN PERADILAN UMUM

Bagian Ketujuh

Kesekretarian Pengadilan Negeri Kelas II

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 286
(1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Ketua Pengadilan Negen Kelas II.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IT dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 287
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IT mempunvai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang administrasi,organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta

sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I1.

Pasal 288
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan
Pengadilan Negeri Kelas Il menyelenggarakan fungsi:
a. penviapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
¢. pelaksanaan urusan keuangan;
d. penviapan bahan pelaksanaan penataan orgamsasi dan tata laksana;

e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
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f. pelaksanaan urusan surat menvurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
g penviapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

di ingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 289
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II. terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan. Teknologi Informasi, dan Pelaporan,
b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan

¢. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 290
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi

dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 291
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan

penylapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 292
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyar tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan wurusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan keprotokolan, hubungan masvarakat, perpustakaan, serta pengelolaan

keuangan.
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BAGAN 1. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

KETUA,
WAKILKETUA
MA]JLIS HAKIM
PANITERA SEKRETARIS
KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG
PANMUD PANMUD PANMUD UMUM DAN PERENCANAAAN
PIDANA PERDATA HUKUM KEPEGAWAIAN, KEUANGAN TI DAN
ORGANISASI DAN PELAPORAN
TATA LAKSANA
STAF STAF STAF STAF STAF STAF
PP Pranata Bendahara
JURU SITA Arsiparis Pustakawan Komputer Pengeluaran
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4.1

BAB IV.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Pengadilan Negeri Tanjung

Balai Karimun menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2020 sampai dengan

2024)sebagai berikut:

Tabel 39. Target kinerja Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja
Utama

Target

2020

2021

2022

2023

2024

Terwujudnya
Proses Peradilan
vang Pasti,
Transparan  dan
Akuntabel

Persentase sisa perkara
Perdata yang
diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase sisa perkara
Pidana yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Sisa Perkara
Pidana Khusus yang
Diselesaikan

100%

100%

100%

100%

Persentase Perkara
Perdata yang
diselesaikan tepat waktu

80%

82%

82%

86%

88%

Persentase Perkara
Pidana yang diselesaikan
tepat waktu

85%

87%

87%

91%

93%

Persentase perkara
Pidana Khusus yang
Diselesaikan Tepat
Waktu

87%

87%

91%

93%

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum banding

85%

87%

88%

91%

93%

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum kasasi

90%

92%

93%

96%

97%

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upayva
hukum PK

94%

95%

96%

97%
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Persentase perkara pidana
anak yang diselesaikan
dengan Diversi

7%

7%

7%

9%

10%

Index kepuasan Pencari
Keadilan

77%

78%

88%

92%

93%

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Persentase salinan
putusan Perkara Perdata
vang dikinm kepada
pihak tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase salinan
putusan Perkara Pidana
yang dikinm kepada
pihak tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase perkara yang
diselesaikan melalut
mediasi

17%

17%

18%

20%

21%

Persentase berkas
perkara vang diajukan
Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat
waktu

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara
online dalam waktu |
hari setelah putus

putusan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
terpinggirkan

Persentase Pencari
keadilan Golongan
tertentu yang mendapat
layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

Persentase putusan
perkara perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

91%

91%

91%

92%

93%
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4.2

KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung pencapaian target kinerja dari 4 sasaran strategis, Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun memperoleh alokasi dua program Mahkamah Agung RI yang
tertera dalam DIPA vaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Dipa Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum)

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Dipa Badan Urusan Administrasi):

Tabel 40. Kerangka Pendanaan Target 5 Tahun

Matrik Pendanaan
Sasaral_\ Indikator Kinerja Program Kegiatan
Strategis Utama 2020 2021 2022 2023 2024
Terwujudny | Persentasc sisa | Program Pembinaan 4.492.179.000. | 4.700.000.000 | 5.000.000.000 | 5.200.000.000 | 5.500.000.0
a Proses perkara Perdata yang | dukungan administrasi 00
Peradilan diselesaikan manajemen | dan
vang Pasti, pengelolaan
Transparan keuangan
dan Badan
Akuntabel Urusan
Administrasi
Persentase sisa | Program Pembinaan 4.492.179.000. | 4.700.000.000 [ 5.000.000.000 | 5.200.000.000 | 5.500.000.0
perkara Pidana yang | dukungan administrasi 00
diselesaikan manajemen | dan
pengelolaan
keuangan
Badan
Urusan
Administrasi
Persentase sisa | Program Pembinaan - 4.700.000.000 | 5.000.000.000 | 5.200.000.000 [ 5.500.000.0
perkara Pidana | dukungan administrasi 00
Khusus yang | manajemen | dan
diselesaikan pengelolaan
keuangan
Badan
Urusan
Administrasi
Persentase  perkara | Program Pembinaan 4.492.179.000. | 4.700.000.000 | 5.000.000.000 [ 5.200.000.000 [ 5.500.000.0
Perdata yang | dukungan administrasi 00
diselesaikan tepat | manajemen | dan
waktu pengelolaan
keuangan
Badan
Urusan
Administrasi
Persentase  perkara | Program Pembinaan 4.492.179.000. | 4.700.000.000 [ 5.000.000.000 | 5.200.000.000 | 5.500.000.0
Pidana vang | dukungan administrasi 00
diselesaikan tepat | manajemen | dan
waktu pengelolaan
keuangan
Badan
Urusan
Administrasi
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Persentase  perkara | Program Pembinaan - 4.700.000.000 | 5.000.000.000 | 5.200.000.000 | 5.500.000.0
pidana khusus yang | dukungan administrasi 00
diselesaikan tepat | manajemen | dan
waktu pengelolaan
keuangan
Badan
Urusan
Administrasi
Persentasc  perkara | Program Pembinaan 4.492.179.000. | 4.700.000.000 [ 5.000.000.000 [ 5.200.000.000 | 5.500.000.0
yang tidak | dukungan administrasi 00
mengajukan  upaya | manajemen | dan
hukum banding pengelolaan
keuangan
Badan
Urusan
Administrasi
Persentase  perkara | Program Pembinaan 4.492.179.000. | 4.700.000.000 | 5.000.000.000 | 5.200.000.000 | 5.500.000.0
yang tidak | dukungan administrasi 00
mengajukan  upaya | manajemen | dan
hukum kasasi pengelolaan
keuangan
Badan
Urusan
Administrasi
Persentase  perkara | Program Pembinaan 4.492.179.000. | 4.700.000.000 | 5.000.000.000 | 5.200.000.000 | 5.500.000.0
yang tidak | dukungan administrasi 00
mengajukan  upaya | manajemen | dan
hukum PK pengelolaan
keuangan
Badan
Urusan
Administrasi
Persentase  perkara | Program Pembinaan 4.492.179.000. | 4.700.000.000 | 5.000.000.000 | 5.200.000.000 | 5.500.000.0
pidana anak yang | dukungan administrasi 00
diselesaikan dengan | manajemen | dan
Diversi pengelolaan
keuangan
Badan
Urusan
Administrasi
Index Kepuasan | Program Pengadaan 25.000.000 100.000.000 120.000.000 150.000.000 180.000.000
Pencari Keadilan dukungan sarana  dan
manajemen | prasarana di
lingkungan
Mahkamah
Agung
Peningkatan | Persentase salinan | Program Peningkatan 121.400.000 130.000.000 140.000.000 150.000.000 160.000.000
Efektivitas putusan Penegakan | manajemen
Pengelnlae.m Perdata yang dikirim dan peradilan
Penyelesaia kepada para pihak Pelayanan umum
n Perkara tepat waktu Hukum
Persentase salinan | Program Peningkatan 121.400.000 130.000.000 140.000.000 150.000.000 160.000.000
putusan Penegakan | manajemen
Pidana vang dikirim dan peradilan
kepada para pihak Pelayanan umum
tepat waktu Hukum
Persentase  perkara | Program Pembinaan 4.492.179.000. | 4.700.000.000 [ 5.000.000.000 | 5.200.000.000 | 5.500.000.0
yang disclesaikan | dukungan administrasi 00
melalui mediasi manajemen | dan
pengelolaan
keuangan
Badan
Urusan
Administrasi
Persentase berkas | Program Peningkatan 121.400.000 130.000.000 140.000.000 150.000.000 160.000.000
perkara yang diajukan | Penegakan | manajemen
Banding. Kasasi dan | dan
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PK secara lengkap dan | Pelayanan peradilan
tepat waktu Hukum umum
Persentase  putusan | Program Pengadaan 25.000.000 100.000.000 120.000.000 150.000.000 180.000.000
perkara yang menarik | Dukungan | sarana  dan
perhatian masyarakat | Manajeme | prasarana di
vang dapat diakses | n lingkungan
secara online dalam Mahkamah
waktu 1 hari setelah Agung
putus
Meningkatn c. Persentase Program Peningkatan 121.400.000 130.000.000 140.000.000 150.000.000 160.000.000
va  Akses pencari keadilan | Penegakan | manajemen
Peradilan golongan dan peradilan
bagi tertentu yang Pclayanan umum
Masyarakat mendapat Hukum
Miskin dan layanan Bantuan
terpinggirka Hukum
n (Posbakum)
Meningkatn a. Persentase | Program Peningkatan 121.400.000 130.000.000 140.000.000 150.000.000 160.000.000
va putusan perkara | Penegakan | manajemen
kepatuhan perdata vang | dan peradilan
terhadap ditindaklanjuti Pelayanan | umum
putusan (dicksekusi) Hukum
pengadilan
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BAB YV

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun 2020-2024
diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan
lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini
menggambarkan permasalahan, kelemahan, sasaran, program, dan kebpyakan yang akan
dijalankan selama kurun waktu tahun 5 tahun serta output yang ingin dihasilkan dan outcome

yang diharapkan.

Renstra Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ini terus disempurnakan dari waktu
kewaktu dengan melakukan reviu sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam
hal Organsasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dengan demikian
Rensira ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. yang diharapkan mampu membawa
arah Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun untuk mencapai visi dan misinya, dan juga dapat
membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan
terhadap kegiatan vang dikelola serta menjadi pedoman untuk menuntun dalam pencapaian arah,

tujuan, dan sasaran strategis pembangunan dibidang hokum ke lima tahun kedepan.
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LAMPIRAN



MATRIK REVIU KE-2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN.

Visi  :.Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang Agung
Misi : 1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.
X Target
No Tujuan Sasaran Target S
~ . — Jangka ~ - ——
Uraian Indikator kinerja Menengah Uraian Indikator kinerja
2020 | 2021 | 2022 | 2028 | 20624 |
1 Pencari keadilan merasa | Persentase sisa perkara perdata 100% Terwujudnya Proses Persentase sisa perkara perdata
kebutuhan dan | yang diselesaikan Peradilan yang Pasti, yang diselesaikan
kepuasannya terpenuhi Transparan dan Akuntabel 100% | 100% | 100% 100% | 100%
Persentase sisa perkara Pidana 100% Persentase sisa perkara Pidana 100% | 100% | 100% 100% 100%
yang diselesaikan yang diselesaikan
Persentase sisa perkara Pidana 100% Persentase sisa perkara Pidana 100% | 100% | 100% 100% | 100%
khusus yang diselesaikan Khusus yang diselesaikan
Persentase perkara Perdata yang 82% Persentase perkara Perdata 80% 82% 82% 86% 88%
diselesaikan yang diselesaikan
tepat waktu tepat waktu
Persentase perkara Pidana yang 87% Persentase perkara Pidana yang 85% 87% 87% 1% 83%
diselesaikan diselesaikan
tepat waktu tepat waktu
Persentase perkara Pidana 87% Persentase perkara Pidana 85% 87% 87% 91% 93%

khusus yang diselesaikan
tepat waktu

khusus yang diselesaikan
tepat waktu




Persentase perkara yang Tidak 87% Persentase perkara yang Tidak 85% 87% 87% 91% 93%
Mengajukan Upaya Hukum Mengajukan Upaya Hukum
Banding Banding
Persentase perkara yang Tidak 92% Persentase perkara yang Tidak 90% 92% 92% 96% 98%
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Persentase perkara yang Tidak 95% Persentase perkara yang Tidak 94% 95% 95% 97% 98%
Mengajukan Upaya Hukum Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali
Persentase Perkara Pidana Anak 7% Persentase Perkara Pidana Anak 7% 7% 7% 10% 1%
yang Diselesaikan dengan Diversi yang Diselesaikan dengan Diversi
Index responden pencari keadilan 80% Index Kepuasan Pencari Keadilan 7% | 78% 80% 80% 81%
Public percaya bahwa PN | Persentase salinan Putusan perkara 100% Peningkatan Efektivitas Persentase salinan Putusan 100% | 100% | 100% | 100% 100%
tanjung Balai Karimun | perdata yang dikirim Tepat Waktu Pengelolaan Penyelesaian perkara perdata yang dikirim Tepat
memenuhi butir 1 dan 2 Perkara Waktu
diatas
Persentase salinan Putusan perkara 100% Persentase salinan Putusan 100% | 100% | 100% | 100% 100%
Pidana yang dikirim Tepat Waktu perkara Pidana yang dikirim Tepat
Waktu
Persentase Perkara yang 17% Persentase Perkara yang 17% 17% 17% 20% 21%
Diselesaikan melalui Mediasi Diselesaikan melalui Mediasi
Persentase berkas perkara yang 100% Persentase berkas perkara yang 100% | 100% | 100% | 100% 100%
diajukan Banding, Kasasi dan PK diajukan Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu secara lengkap dan tepat waktu
Persentase putusan perkara yang 100% Persentase putusan perkarayang | 100% | 100% | 100% | 100% 100%

menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah diputus

menarik perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara online
dalam waktu 1 hari setelah diputus




Setiap pencari keadilan | Persentase Pencari Keadilan 100% Meningkatnya Akses Persentase Pencari Keadilan 100% | 100% | 100% 100% | 100%
dapat menjangkau badan | Golongan Tertentu yang Mendapat Peradilan bagi Masyarakat Golongan Tertentu yang Mendapat
peradilan Layanan Bantuan Hukum Miskin dan Terpinggirkan Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum) (Posbakum)
Persentase Putusan Perkara 91% Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara 91% 91% 91% 94% 95%
Perdata yang Ditindaklanjuti Terhadap Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti
(dieksekusi) Pengadilan (dieksekusi)

Ditetapkan di

: Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal ;2 Agustus 2021




MATRIKS

2020-2024
SEBELUM



MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN,

Visi . Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang Agung

Misi  : 1.Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

No Tujuan T'm| Sasaran Target
Uraian Indikator kinerja Menengah Uralan Indikator Kinerja
2020 | 2021 2022 2023 2024
1 Pencari keadilan merasa | Persentase sisa perkara perdata 100% Terwujudnya Proses P sisa p P
kebutuhan dan | yang diselesaikan Peradilan yang Pasti, yang diselesaikan
kepuasannya terpenuhi Transparan dan Akuntabal | 100% | 100% | 100% 100% 100%
I Parsantase sisa perkara Pidana 100% | Bersentase sisa perkara Pidana | 100% | 100% | 100% [ 100%
d n
Persenlase perkara Perdata yang 80% perkara Perdata 0% | 8% | 4% | 8% 88%
yang diselesaikan
tepat wakiu tepal waktu
|
! Persentase perkara Pidana yang 85% Perseniase perkara Pidana yang | 8% | 87% | 89% | 91% | 03%
| diseiesaikan diselesakan
‘ tepat wakiu tepat waktu
Persentase perkara yang Tidak 85% " — Persantase parkara yang Tidak 85% | B/% | 89% | ©1% 93%
Mengajukan Upaya Hukum Mengajukan Upaya Hukum
Banding Banding
Persentase perkara yang Tidak 80% | Persentase perkara yang Tidak 0% | 82% 94% 96% 98%
Mengajukan Upsya Hukum Kasas Luomm‘ummkmmw‘
1




Persentase perkara yang Tidak 1 98% | Persentase perkara yang Tidak 4% | 95% | 06% 7% 98%
Mengajukan Upaya Hukum LM jukan Upaya Hukum
Panis : | | B iy
Persentase Perkara Pidana Anak 7% Persentase Pidana Anak % 8% 9% 10% 1%
yang Diselesaikan dengan Diversi yang Diselesaikan dengan Diversi
" |index responden pencari keadilan 7% index respongien pencan keadian | 77% | 78% | 79% | 80% 8%
1-'2*‘“ terhadap yang puas terhadap layanan
Public percaya bahwa PN salinan Putusan perkara 100% Peningkatan Efektivitas Persentase salinan Putusan 100% | 100% | 100% | 100% 100%
tanjung Balai  Kanmun | perdata yang dikinm Tepa! Waktu Peng Peny perkara perdata yang dikirim Tepat
memenuhi butir 1 dan 2 Perkara Waktu
digtas
Persentase salinan Putusen perkara | 100% Persentase salinan Putusan 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Pidana yang dikinm Tepat Wakty | mwmmqnmmvw
Persaniase Pockara yang g - Persentase | yang 7% [18% | 19% | 20% |21% |
| Disslesaikan melalui Mediasi : .
berkas perkarayang | 100% Persentase perkara yang 700% | 100% | 100% | 100% 100%
secara lengkap dan tepal wakiu secara lengkap dan tepat wakiu
Persentase putusan perkars yang 100% Perseniase pulusan perkara yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
I menarik parhatian masyarakat yang rik p i yarak
| dapat diakses secara online dalam yang dapat diakses secara onine
| waktu 1 han setelah diputus dalam wakty 1 hari setelah diputus




Setlap pencarl keadilan | Persentase Pencar Keadian 100% | Meningkatnya Akses P f dil 100% | 100% | 100% 100% | 100%
dapat jang! badan gan Terentu yang Mendapat Peradilan bagi Masyarakat Golongan Terentu yang Mendapat
peradiian Layanan Bantuan Hukum Miskin dan Terpinggirkan Layanan Bantuan Hukum
{Posbakum) (Posbakum)
|
Persentase Putusan Perkara o1% Meningk K P Perkara 21% 92% 3% 94% 95%
Perdata yang Ditindakianputi Terhadap Putusan Perdata ymﬂ Ditindaklanjuti
51 Pengadilan (dioksekusi)




PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN
SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : W4.U9 958 /KP.04.6/VI11/2021
Tentang
TIM PENYUSUN

REVIU KE 2 RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

.

1.

T a

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung R1 No.
1931A/SEK/OT.01.2/12/2020 tanggal 17 November 2020 tentang penyampaian
Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ;

. Bahwa dalam rangka penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri

Tanjung Balai Karimun Tahun 2020-2024 maka dipandang perlu menyusun Tim
Penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;

Bahwa dengan pertimbangan poin a dan b tersebut diatas, perlu diatur dengan
diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun 2020-2024 dengan susunan sebagaimana
terlampir..

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 49 Tahun 2009

. PERPRES RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.



MEMUTUSKAN
Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan susunan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir
dalam lampiran surat keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya ;

KETIGA : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal : 29 Juli 2021

Tembusan :
l. Arsip.




LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI

TANJUNG BALAI KARIMUN
NOMOR : W4.U09/ /KU.05.10/VII1/2021.
TANGGAL : 29 Juli 2021
NAMA
NO NIP/PANGKAT/GOL JABATAN DITUNJUK SEBAGAI
MEDI RAPI BATARA
1 | RANDA,SH,MH Ketua Pelindung/ Penasehat
NIP. 198005222003121001
2 | BENNY ARISANDY, SH,MH Wakil Ketua Ketua Tim
NIP. 197910282003121001
Koordinator
SYAIFUL ISLAMI, SH ; .
3 | NIP. 198409022009041003 Tatiten Kepa““ii“" IR
ggota
Koordinator
MUHAMMAD RONALDI,ST ; 2
4 NIP. 198104212009041003 Sekretaris Kesekretariatan
merangkap Anggota
ZAERVINA KURNIATY,A.Md,SH Kasubbag R TA—
5 | NIP.198512192009042006 Perencanaan, Teknologi gkap
; anggota
Informasi dan pelaporan
SUPRIADI, SH
6 | NIP. 196511281993031003 Panitera muda Perdata Anggota Tim
7 RONNY ERLANDO Panitera Muda Pidana Anggota Tim
NIP. 197206291993031001
ALMASIH Panitera Muda Hukum Anggota Tim
8 | NIP. 196908171993031007
9 | SUSI WULANDARI Kasubbag Umum dan Anggota Tim

NIP. 198308222014082002

Keuangan




10

YUNI EKA PUTRI, SH
NIP. 198506062009042007

Kasubbag Kepegawaian Anggota Tim
tata laksana dan
organisasi

Ditetapkan di: Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal: 29 Juli 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI

TANJUNG BA

MEDI RAPI RANDA, SH.MH




